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Yuliastuti Fajarsari. 2010. ”Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Studi Tentang 
Pendaftaran Penduduk)”.  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  implementasi UU No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di 
Kota Surakarta, untuk mengetahui kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah dalam 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektif  atau tidak efektifnya implementasi UU No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota 
Surakarta. 
  Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis. Konsep 
hukum yang dipakai adalah konsep hukum ke lima yaitu hukum sebagai manifestasi 
makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak sebagai interaksi antar mereka 
sehingga menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah 
evaluatif karena ingin mengevaluasi program yang sedang berjalan  dan diagnostik 
karena ingin mengenali sebab-sebab, pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan dari 
pelaku peristiwa secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam (indepth interview), observasi dan dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan implementasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk di Kota 
Surakarta meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pindah 
Datang. Dua hal yang saat ini masih belum dapat diimplementasikan di masyarakat.  Hal 
tersebut mengenai sanksi dan masalah pindah datang penduduk, khususnya ketika 
penduduk datang. Tidak efektifnya Implementasi UU No 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan  lebih di karenakan oleh faktor struktur (structure) dan 
budaya masyarakat (legal culture). Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya  
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
ke masyarakat. Selain itu faktor budaya masyarakat yang mengakibatkan tidak 
efektifnya Implementasi UU  No. 23 Tahun 2006  itu lebih di karenakan  budaya timur 
yang cenderung paternalistik, di dukung budaya Jawa mengenal sungkan, ewuh 
pakewuh, tidak enakan, takut menyakiti orang lain, yang menjadi sebuah dilema untuk 
berkata tidak. 
Perlu komitmen dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah Kota Surakarta untuk melaksanakan Undang-Undang dengan cara menetapkan 
peraturan yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan UU Tentang Administrasi 
Kependudukan, agar undang-undang  tersebut dapat berlaku secara efektif. Perlunya 
peningkatan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 





Yuliastuti Fajarsari. 2010. "The Implementation of Law No. 23 Year 2006 About 
the Population Administration in Surakarta (Registration of Population Studies)." 
Thesis: The Postgraduate Sebelas Maret University Surakarta. 
This research aimed to describe the implementation of Law No. 23 Year 2006 
About the Population Administration relating to registration of population in Surakarta, 
to determine suitability of the implementation of government policy in the 
administration of population registration in Surakarta by Law no. 23 Year 2006 About 
the Population Administration, and to determine the factors that influence the effective 
or ineffective implementation of the Law No. 23 Year 2006 About the Population 
Administration relating to registration of population in the city of Surakarta. 
This research was non-doctrinal legal / sociological. Legal concept used is the 
legal concept of fifth that law as a manifestation of the symbolic meanings of social 
behavior which appears as the interaction between them so the use of qualitative 
methods. Forms of evaluative research is because they want to evaluate the programs 
currently running and the diagnostics because they want to identify the causes, thoughts, 
ideas, ideas from the perpetrator of events directly. Data collected by in-depth interviews 
(depth interview), observation and documents. 
Based the results showed the implementation of Law No. 23 Year 2006 
concerning Population Administration relating to the Population Registration in 
Surakarta include Family Card (KK), Identity Card (KTP) and Move Coming. Two 
things are still yet to be implemented in the community. It is about sanctions and the 
problems move came the population, especially when residents arrived. Ineffectiveness 
of Implementation of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration 
more in because by the factor structure (structure) and cultural (legal culture). factor this 
in because of less optimal socialization conducted by the Office of Civil Registration 
Surakarta to the public. Besides cultural factors that effect ineffectiveness 
Implementation Law. 23 in 2006 it was more in because paternalistic culture that tends 
to east, in support of Javanese culture knows hesitate, ewuh pakewuh, preferably not, 
fear of hurting another person, who becomes a problem to say no. 
Need commitment from the Government, both Central Government and Local 
Government to implement Surakarta Act by determining the rules that regulate in detail 
the implementation of the Law on Population Administration, so that these laws can 
become effective. Need to increase the socialization of Law Number 23 Year 2006 





A.  Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya 
berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan 
status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin 
hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin 
kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang 
untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas 
menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, 
kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan 
pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan 
peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang 
harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat 
 xiv
keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan 
pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang1. 
Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual di Indonesia seiring 
dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika kependudukan global. Masalah 
kependudukan yang dihadapi Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan 
paradigma kebijakan kependudukan secara mendasar di Indonesia.2. 
Masalah kependudukan yang menonjol di masa depan sungguh merupakan 
persoalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Penduduk masa depan akan 
semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Konsekuensi dari keadaan 
ini sudah dapat diperkirakan semakin banyak pencari kerja, sementara itu lapangan 
kerja yang tersedia amat terbatas.  Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan 
semakin banyak sehingga akan menimbulkan, kepadatan, kemacetan, kesempatan 
kerja dan persoalan umum lainnya. 
Masalah lain yang juga berhubungan dengan kependudukan yaitu dari 
adanya pencatatan peristiwa-peristiwa vital di Indonesia tidak dilaksanakan oleh 
satu departemen, tetapi oleh beberapa departemen tergantung dari jenis datanya. 
Misalnya, peristiwa kelahiran dicatat oleh Departemen Agama, migrasi penduduk 
oleh Departemen Kehakiman. Departemen kesehatan mencatat statistik kematian 
beserta sebab-sebab kematiannya. Biro Pusat Statistik menghimpun data tersebut 
                                                 
1 Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bandung : 
Fokus Media. Hal 54-58 
2 Faturochman, dkk. 2004. Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Pusat Studi Kependudukan dan 
Kebijakan UGM. Hal 4-5 
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dan menerbitkannya dalam seri Registrasi Penduduk. Walaupun data statistik vital 
dihimpun oleh beberapa departemen, tetapi di tingkat bawah data tersebut dicatat 
oleh para lurah. 
Masalah kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan cermin 
dampak dari kegagalan membangun sistem  administrasi kependudukan  yang 
baik. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 tentang Adimistrasi kependudukan, yang di harapkan akan dapat 
memberikan manfaat antara lain, untuk merancang program pendidikan, kesehatan 
dan pelayanan-pelayanan lain yang membutuhkan data kependudukan yang akurat, 
untuk keperluan  perencanaan pembangunan dalam penyediaan fasilitas-fasilitas 
sosial ekonomi, seperti penyediaan rumah sakit, puskesmas, pasar, fasilitas 
pendidikan dan lain sebagainya, untuk alokasi pendanaan atau bantuan seperti  
alokasi subsidi perkapita, alokasi dana bantuan pendidikan, kesehatan, penentuan 
Dana Alokasi Umum dan lain sebagainya. 
Dengan munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Adminitrasi Kependudukan, maka pada Pasal 106 di jelaskan bahwa  Pencatatan 
Sipil untuk Golongan Eropa, Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina, Pencatatan 
Sipil untuk Golongan Indonesia, Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen 
Indonesia serta peraturan mengenai Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat 
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari 
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sisi kepentingan Penduduk, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, 
seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen 
kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. 
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini 
meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat negara dalam keadaan 
darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi 
penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan dari kemungkinan pelanggaran, baik 
administratif maupun ketentuan material yang bersifat pidana, Undang-Undang ini 
juga mengatur ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai 
Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.  
Kota Surakarta merupakan pusat kegiatan perdagangan, hal ini merupakan 
salah satu faktor penarik yang menyebabkan banyak orang untuk mendatanginya. 
Keinginan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan 
hidup merupakan penyebab utama orang untuk mendatangi Kota Surakarta seperti 
munculnya pedagang bakso Wonogiri, munculnya penjual Jamu dari Nguter 
Sukoharjo untuk mengadu nasib dan peruntungan di Kota Surakarta.  Faktor lain 
adalah sarana dan prasarana pendidikan dan rekreasi yang tersedia. 
  Masalah yang di hadapi oleh penduduk di Kota Surakarta adalah lapangan 
kerja yang semakin sempit. Masalah ini disebabkan oleh pertambahan penduduk 
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yang begitu cepat dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja. Dampak dari 
masalah ini adalah peningkatan tindak kriminal. Lapangan kerja yang semakin 
sempit menyebabkan persaingan kerja yang ketat.  Bagi orang-orang yang tidak 
mampu bersaing kerja di sektor formal, mereka akan mencari pekerjaan di sektor 
informal seperti pedagang kaki lima atau pedagang asongan.  
Semua ini menimbulkan kecenderungan ketidaktertiban masalah 
administrasi kependudukan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surakarta melalui 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sudah barang tentu dituntut untuk 
dapat mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 khususnya 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk secara efektif. Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 hingga 
saat ini sudah waktunya dievaluasi dan di teliti khususnya dalam hal pendaftaran 
penduduk. Karena  masyarakat telah dianggap tahu akan aturan tersebut. Hal ini 
yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kota 
Surakarta (Studi tentang Pendaftaran Penduduk) 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimanakah implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta ? 
 xviii 
2. Apakah implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk di Kota Surakarta telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektif  atau tidak efektifnya 
implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 
1. Untuk mendeskripsikan  implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota 
Surakarta  
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah dalam 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif  atau tidak 
efektifnya implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan  berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan dan manfaat berupa: 
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1. Secara teoretis, mampu memberikan pandangan pemikiran  berupa konsep/teori, 
asumsi dan cara-cara bagi perumusan kebijakan yang berkenaan dengan 
administrasi kependudukan; 
2. Secara praktis, mampu menunjukkan arti penting adanya peraturan yang 
mengatur administrasi kependudukan secara khusus berkenaan dengan 
pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Di samping itu hasil penelitian ini 











A. Landasan Teori 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan berasal dari 
kata “bijak” yang berarti selalu menggunakan akal budinya, atau memiliki 
kemahiran. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas 
 xx
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, 
kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, dan sebagainya), 
pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan atau garis haluan. 
Menurut Harold D. Laswell, Kebijakan Publik adalah suatu program 
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan Publik 
adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.3 
Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “public policy is what 
ever government choose to do or not to do”, yaitu bahwa apapun pilihan yang 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan itulah yang merupakan  public 
policy atau kebijakan pemerintah.4 
Menurut Carl J. Friedrich kebijaksanaan negara adalah suatu arah tindakan 
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah 
dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya 
mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 
diinginkan5 
Menurut Charles Lindblom  pembuatan kebijakan publik (public policy 
making) pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan 
analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari 
                                                 
3 Setiono. 2004. Materi Matrikulasi Hukum dan Kebijakan Publik, Pascasarjana UNS, Surakarta. Hal. 4 
4 M. Irfan Islamy. 2004 Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara. 
5 Solihin Abdul Wahab. 2004. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta 
: Bumi Aksara.  
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proses itu sesungguhnya tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan itu agak 
kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulah yang 
selanjutnya membuahkan hasil yang disebut kebijakan.6 
Sedangkan menurut Amitai Etzioni menjelaskan bahwa melalui proses 
pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih 
kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan 
masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen 
yang lebih spesifik, menjadi tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit7. 
Hasil penelitian tentang Gaming in Targetworld: The Targets Approach to 
Managing British Public Service menghasilkan temuan bahwa8 
Introduce by Tony Blair’s New Labour Government in the United Kingdom 
in 1998 reproduced  the classic gaming responses associated with the 
soviet Union and other centralized performance using system 
 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Christtoper Hood, 
Kerajaan Inggris merupakan kerajaan yang telah mampu melakukan pelayanan 
publik dengan baik. Kerajaan Inggris telah membangun suatu bentuk pelayanan 
kepada masyarakat lebih dari 300 bidang pemerintahan sejak tahun 1998. Hal ini 
mengakibatkan kerajaan dapat melakukan manajemen secara tersentral dari hal 
terkecil seperti pelayanan bis umum, tentara, dan kebijakan luar negeri.  
Menurut Chief J.O. Udoji merumuskan tentang kebijakan 9:  
                                                 
6 Ibid. Hal 35 
7 Ibid. hal. 95 
8Christtoper Hood. Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services. 
Washington: Jul. 2006 www.emerald.com Diakses Tanggal 6 April 2010 
9 Solihin Abdul Wahab. Ibid. Hal 16-17 
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“Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefisian masalah, 
perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk 
tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut kedalam sistem 
politik, pengupayaan pengenaan sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan 





Ada tiga alasan mempelajari kebijakan negara menurut Anderson dan 
Thomas R. Dye yaitu10 : 
a.  Dilihat dari alasan ilmiah (Scientific reason) 
Kebijakan negara dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan 
yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan negara, berikut 
proses-proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada 
masyarakat. 
b. Dilihat dari alasan profesional (Profesional reason) 
Maka studi kebijakan negara dimaksudkan untuk menerapkan 
pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan negara guna memecahkan masalah sosial 
sehari-hari. Sehubungan dengan ini, terkandung sebuah pemikiran bahwa apabila 
kita mengetahui tentang faktor yang membentuk sebuah kebijakan negara, atau 
memberikan atau mengevaluasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran. 
c. Dilihat dari alasan politis (Political reason) 
                                                 
10 Ibid. Hal. 12-13 
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Mempelajari kebijakan negara dimaksudkan agar pemerintah dapat 






2.  Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik 
Raksasatya mengemukakan bahwa kebijakan publik (public policy) pada 
dasarnya memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu 11:  
a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai 
b. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan 
c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 
dan taktik maupun strategi tersebut di atas. 
Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat dengan jelas 
bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang 
beroreintasi pada tindakan. Artinya, di sini bahwa kebijakan publik merupakan 
sebuah kerja konkrit dan adanya sebuah organisasi pemerintah, dan organisasi 
                                                 
11 T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. 
Yogyakarta: YPAPI. Hal. 34 
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pemerintah yang dimaksud adalah sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk 
melakukan tugas-tugas kepublikan. Tugas-tugas kepublikan menyangkut hajat 
hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang disebut negara. Tugas-tugas 
kepublikan tersebut lebih konkrit lagi adalah berupa serangkaian program-
program tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata, untuk itu 
diperlukan serangkaian pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut 
terealisir. Rangkaian proses realisasi tujuan publik tersebutlah yang dimaksudkan 
dengan kebijakan publik. 
Dari pemahaman tersebut, maka pada dasarnya kebijakan publik 
memiliki implikasi yang menurut Irfan Islamy sebagai berikut 12: 
a. Kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan 
tindakan-tindakan pemerintah. 
b. Kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk 
teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan 
secara nyata. 
c. Kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan 
dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang 
telah dipikirkan secara secara matang terlebih dahulu. 
d. Dan pada akhirnya, segala proses yang ada di atas adalah diperuntukan bagi 
pemenuhan kepentingan mensyarakat. 
                                                 
12 Ibid. Hal. 24-25 
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Hukum yang berlaku di masyarakat tentu tidak lepas dari kebijakan 
publik. Menurut Syaiful Bahri, hubungan antara hukum dan kebijakan publik 
merupakan hubungan simbiosa mutualistik yang dapat dilihat dalam tiga bidang 
kajian yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan13. 
Menurut Barclay dan Birkland hubungan antara hukum dan kebijakan 
publik yang pertama dan mendasar adalah  kebijakan publik umumnya harus 
dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya sebuah hukum adalah 
hasil dari kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini kita dapat melihat 
keterkaitan diantara keduanya dengan jelas14.     
Lain halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gadot yang 
mengatakan bahwa:15 
The paper has attempted to contribute to the understanding of 
collaboration and to point to its usefulness for public administration system 
and for other players in the national arena. He have suggested that well 
structured and comprehensive thingking on collaboration, combined with 
empirical evidence of its chances 
 
Administrasi publik pada dasarnya berasal dari tanggung jawab banyak 
pihak. Dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan apa, mengapa dan 
bagaimana membuat kemajuan hubungan antara pemerintah, swasta dan warga 
negara dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik. Penelitian ini ternyata 
menghasilkan kajian bahwa dengan adanya kerja kolabirasi antara pemerintah, 
                                                 
13 Esmi Wirassih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, Suryandaru Utama, Semarang, hal. 
129-131 
14 Ibid, hal. 32 
15Eran Vigoda-Gadot. Collaborative Public Administration Some Lessons From the Israeli Experience. 
Departement of Political Science, Faculty of Social Science. University of Haifa Israel. 2004. 
www.emerald.com Diakses 21 April 2010 
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swasta dan warga negara dapat memberikan keuntungan yang lebih pada negara  
meskipun tidak sepenuhnya ditangani. Hal ini dapat dicoba sebagai salah satu 
cara untuk memajukan negara baik secara teori maupun praktik dalam kolaborasi 






Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat 16: 
a. Pembentukan hukum dan Formulasi Kebijakan Publik 
b.  Implementasi 
c.  Evaluasi 
Proses pembuatan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada di 
dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, 
masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari 
realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah 
jalan keluar yang terbaik yang akan dapat mengatasi persoalan yang muncul atau 
                                                 
16 Junizar, 2008. Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Pencatatan  Kelahiran Pada Kantor 
Kependudukan, Keluarga Berencana  Dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau 
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Tesis: 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Dipublikasikan 
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memperbaiki keadaan yang ada sekarang. Hasil pilihan solusi tersebutlah 
yang dinamakan hasil kebijakan publik. 
Sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Bahkan sesungguhnya tidak sekedar keterkaitan 
saja yang ada diantara keduanya, pada banyak sisi justru ada kesamaannya. 
Keduanya berangkat pada fokus yang sama dan berakhir pada muara yang sama 
pula. Hanya saja pada proses pembentukan hukum hasil akhirnya lebih 
difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan dalam bentuk undang-undang, 
sedangkan pada proses formulasi kebijakan publik hasil akhirnya pada terpilihnya 
sebuah alternatif solusi bagi penyelesaian masalah-masalah publik tertentu. 
 
3. Implementasi Kebijakan 
Fungsi dari suatu masyarakat hukum dapat diprediksi hanya jika fungsi 
tersebut ditentukan oleh tata hukum, dalam pengertian ilmu hukum normatif. 
Apa yang dapat diprediksi oleh ilmu hukum sosiologis pada dasarnya; hanyalah 
keefektifan atau ketidakefektifan dari tata hukum tersebut; namun demikian, 
efektivitas dari suatu tata hukum merupakan kondisi utama baik validitasnya, dan 
ketidakefektifannya merupakan kondisi utama bagi "ketidakvalidannya", 
menurut pengertian ilmu hukum normatif. Ini adalah alasan mengapa suatu 
kesenjangan antara akibat dari ilmu hukum sosiologis dan ilmu hukum normatif 
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hampir tidak mungkin terjadi, kecuali jika berkenaan dengan, pengertian dari 
pernyataan-pernyataannya.17 
Van Meter dan Van Horn merumuskan “proses implementasi sebagai 
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 
telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.18  
 
Istilah implementasi itu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris 
“Implementation” yang artinya pelaksanaan. Dalam kamus Webster yang 
kemudian diterjemahkan oleh Solichin Abdul Wahab  disebutkan bahwa 
“mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu 
serta menimbulkan dampak atau akibat tertentu”.19 
Pengertian implementasi itu sendiri menurut Soenarko diartikan sebagai 
“kegiatan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dalam kebijaksanaan 
pemerintah tersebut.20 Oleh karena itu dapat pula disebut sebagai kegiatan 
administrasi. Sedang dalam administrasi terdapat kegiatan penting yaitu 
kepemimpinan”.  
                                                 
17 Roberto Mangaibera Unger. 1999.  Gerakan Studi Hukum Kritis. Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat. Jakarta. hal. 47 
18 Solihin Abdul Wahab. 2004. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta 
: Bumi Aksara. Hal. 65 
19 Ibid. Hal. 64 
20 Soenarko. 2003. Public Policy pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan 
Pemerintah. Jakarta: Erlangga 
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Sementara itu menurut Van Meter & Van Horn, “implementasi adalah 
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat 
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan yang digariskan”. Proses pelaksanaan kebijaksanaan (policy 
implementation) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna 
tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya (aplication) 
kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifat yang 
berkembang dengan kesadaran nilai-nilai  yang berkembang pula.21  
Dalam kaitan proses implementasi strategi yang merupakan salah satu 
proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. Hal 
ini disebabkan karena implementasi strategi merupakan aspek yang penting dari 
keseluruhan tahap kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Udoji yang 
menyatakan: “bahwa pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang penting 
bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan 
sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 
tidak diimplementasikan”.22  
Menurut Udoji, pengukuran keberhasilan implementasi strategi ditentukan 
oleh variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan terdiri atas:23 
a. Kepentingan yang dipengaruhi 
Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda-beda bahkan 
lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit 
kepentingan. 
                                                 
21 Solichin Abdul Wahab. Op.cit. Hal. 56 
22 Ibid. 45 
23 Ibid. 59 
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b. Tipe Manfaat 
Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan langsung dapat 
dirasakan sasaran akan lebih mudah diimplementasikan. 
c. Derajat perubahan yang diharapkan 
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang 
diharapkan dapat memberikan hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan 
dengan yang bertujuan merubah sikap dan perilaku penerima kebijakan. 
d. Letak Pengambilan Keputusan 
Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi   implementasi 
kebijakannya. 
e. Pelaksana Program 
Keputusan mengenai siapa yang ditugasi mengimplementasikan kebijakan 
dapat mempengaruhi pelaksanaannya dan juga hasil yang diperoleh. Dalam 
hal ini tingkat kemampuan, keaktifan, keahlian dan dedikasi yang tinggi akan 
berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan. 
f. Sumber daya yang dilibatkan 
Siapa dan berapa sumber dana yang digunakan dan dari mana asalnya akan 
berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. 
 
Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan dilegitimasinya 
kebijakan dimulai dari interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri.  Menurut 
Samodra Wibawa. 24 
        “Pada pengertiannya yang steril, pembuat kebijakan, di satu pihak 
merupakan  proses yang memiliki logika bottom-up,  dalam arti proses ini 
diawali  dengan pemetaan kebutuhan atau pengakomodasian tuntuan 
lingkungan lalu diikuti dengan pencarian alternative cara pemenuhannya. 
Sebaliknya, implementasi kebijakan, dipihak lain, pada dirinya sendiri 
mengandung logika yang top-down” 
 
 
Formulasi: bottom – up   Implementasi top-down 
 
Policy maker     Policy maker 
 
 
                                                 









Pelaku II     Kelompok sasaran 
 
 
Bagan. 1  Logika Formulasi dan Implementasi Kebijakan 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
implementasi merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  
dalam kebijaksanaan pemerintah melalui proses yang panjang dan meluas guna 
tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya (aplication) 
kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat. 
 
4. Teori Efektivitas Hukum 
a. Bilakah Hukum dikatakan efektif 
Hukum itu efektif berarti terjadi dampak hukum yang positif. Dengan 
demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun 
merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum)25.  
Ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat, bahwa salah satu 
upaya penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (jadi, mempunyai 
dampak hukum positif), adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut 
                                                 
25 Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Percetakan Off Set 
Alumni 
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sebenarnya merupakan suatu rangsangan untuk berbuat ataupun tidak berbuat. 
Kadang-kadang, sanksi dirumuskan sebagai suatu persetujuan atau penolakan 
terhadap pola perilaku tertentu dalam mayarakat. Dengan demikian, maka 
terdapat sanksi yang negatif dan sanksi yang positif. Secara sempit sanksi 
negatif berarti suatu hukuman, sedangkan sanksi positif merupakan suatu 
imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu). Di dalam kenyataannya, 
tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan 
efektif, apabila disertai sanksi-sanksi (baik yang positif maupun yang 
negatif)26. 
Faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah 
sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan hukum, adalah masalah 
karakteristik dari sanksi itu sendiri. Bagaimanakah sifat sanksi itu; apakah 
sanksinya berupa sanksi itu cukup berat atau ringan-ringan saja. Hal yang 
berkaitan erat dengan itu adalah persepsi warga masyarakat di dalam 
menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai 
dengan suatu sanksi negatif. Kalau seorang warga masyarakat berani 
menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai 
dengan sanksi negatif. Kalau seorang warga masyarakat berani menanggung 
risiko, walaupun sifatnya spekulatif, maka akan dapat diduga bahwa sanksi 
tersebut segera dijatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan jauh 
lebih efektif, daripada apabila pelaksanaannya ditunda. 
                                                 
26 Ibid. 
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Kelambanan di dalam menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku 
tertentu, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan, sanksi itu menjadi 
tidak efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayainya 
lagi, sehingga wibawa dari hukum maupun penegaknya juga akan mengalami 
kemerosotan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa proses peradilan yang 
lamban serta eksekusi keputusan pengadilan yang seringkali lambat, 
merupakan salah satu sebab tidak efektifnya hukum. 
 
 
b. Pengaruh Hukum terhadap Masyarakat 
Banyak para ahli yang berbicara atau mengemukakan pendapatnya 
mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat. Artinya, bagaimanakah 
pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sampai sejauh manakah masyarakat 
mempengaruhi hukum. Apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum 
terhadap masyarakat, maka biasanya pembicaraan tersebut diberi judul “social 
engineering” atau hukum sebagai sarana untuk mengatur masyarakat serta 
menciptakan atau membentuk unsur-unsur baru yang membimbing masyarakat 
ke suatu arah tertentu. Kalau yang dibahas adalah mengenai pengaruh 
masyarakat terhadap hukum, maka biasanya orang akan berpaling pada hukum 
sebagai sarana untuk mengadakan pengendalian sosial, dimana hukum 
memberikan dasar yang sah pada perubahan-perubahan yang telah terjadi di 
dalam masyarakat. 
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Pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga 
masyarakat yang sesuai dengan hukum. Harapan awalnya memang demikian, 
akan tetapi di dalam kenyataannya, maka hukum tidak selalu berpengaruh 
secara positif; terhadap masyarakat. Artinya, tidak mustahil bahwa hukum 
malahan mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, oleh karena 
warga masyarakat sengaja berbuat melawan hukum, atau mungkin dia sama 
sekali tidak mengacuhkan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan paparan diatas, maka menurut penulis hukum dapat dikatakan 
efektif apabila hukum tersebut berdampak positif kepada masyarakat.   
 
5. Teori Bekerjanya Hukum  
Definisi hukum dapat diuraikan sebagaimana yang  dikemukakan oleh 
para sarjana sebagaimana dikutip oleh Burhan Ashofa adalah sebagai berikut: 
a. Thomas Hobbes, merumuskan bahwa hukum adalah kebebasan untuk 
melakukan sesuatu; 
b. Roscou Pound, merumuskan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah, 
memperbaiki keadaan masyarakat (law is tool social engineering) 
c. Von Savigny, merumusakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh 
bersama-sama masyarakat 
d. Land merumuskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat 
memaksa untuk melindungi kepentingan  manusia 
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e. Van Kan, merumuskan hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat 
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia 
f. Meyers, merumuskan bahwa hukum adalah keseluruhan norma, kaidah dan 
penilaian yang berhubungan dengan perbuatan manusia sebagai anggota 
masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam menjalankan 
atau melaksanakan tugasnya 
g. M. H. Djoyodiguno, menyatakan  bahwa hukum adalah proses sosial, oleh 
sebab itu hukum harus punya dinamika dan kontinuitas27.  
Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya tiga unsur sistem hukum 
(three element of legal system). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum yaitu28 : 
a. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem hukum 
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem 
tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem 
hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum 
secara teratur. 
b. Komponen substansi sebagai out put dari sistem hukum berupa peraturan-
peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang 
mengatur maupun yang diatur. 
                                                 
27 Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hal. 11-12 
28 Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama, 
Semarang. hal. 30 
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c. Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. 
Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 





Bertitik tolak dari teori Lawrence M Friedman sistem hukum di Indonesia 
terdiri dari29: 
a. Structure atau aparature yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif 
b. Substance atau substansi, yakni perundang-undangan dan keputusan 
pengadilan 
c. Legal Culture atau budaya hukum, yaitu bagaimana persepsi masyarakat 
terhadap hukum 
Bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, terdapat 
satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan 
dari norma-norma hukum itu. Regenerasi atau penerapan hukum dalam 
kehidupan masyarakat itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai 
perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, 
                                                 
29 Sihombing, Evalusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung 
Jakarta. 2005. Hal. 56 
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khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa kepada 
pengelihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, 
maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor 
yang memberikan beban pengaruhnya ( impact ) terhadap hukum, yang meliputi 
: 
a. Pembuatan Hukum 
Apabila hukum itu dilihat sebagai karya manusia maka 
pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. Jika 
masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan 
bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu 
dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Di dalam hubungan dengan masyarakat, 
pembuatan hukum merupakan pencerminan dari model masyarakatnya. 
Menurut Chamblis dan Seidman, ada 2 ( dua ) model masyarakat, yaitu30 : 
1) Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan akan  nilai-
nilai ( value consesnsus ). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit 
sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan di dalamnya 
sebagai akibat dari adanya kesepakatan mengenai nilai-nilai yang menjadi 
landasan kehidupannya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh 
pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di 
dalam masyarakat itu. 
2)  Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat 
sebagai suatu perhubungan di mana sebagan warganya mengalami tekanan-
tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik 
merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di dalam 
masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga ini juga 
akan tercermin dalam pembuatan hukumnya. 
 
b. Pelaksanaan Hukum ( Hukum Sebagai Suatu Proses ) 
                                                 
30 Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, hal. 49. 
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Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan 
hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang 
menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah dibuat 
itu masih diperlukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan 
hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum; Kedua, harus ada orang-
orang yang melakukan perbuatan hukum; Ketiga, orang-orang tersebut 
mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk 
menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa 
hukum tersebut31. 
 
c. Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat 
Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan 
nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam bagan-bagan. Di dalam 
masyarakat ada norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau 
norma dasar. Norma ini adalah yang paling menonjol. Seperti halnya dengan 
norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang 
diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada hal yang sama 
tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif 
sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual32. 
 
Berbicara masalah hukum pada dasarnya adalah membicarakan fungsi 
hukum dalam masyarakat karena hukum memegang peranan penting sebagai 
kerangka kehidupan sosial dan karenanya menurut Sinzheimer hukum tidak 
bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal abstrak, melainkan 
ia senantiasa berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia 
yang hidup. Jadi bukan hanya sebagaimana mengatur dalam masyarakat timbul 
efek yang dikehendaki oleh hukum33. Dengan demikian masalah efisiensi suatu 
peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena itu menyangkut pula 
                                                 
31 Satjipto Rahardjo, 1986, Op cit, hal. 71. 
32 Satjipto Rahardjo, 1986, Op cit, hal. 78. 
33 Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum  Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama, 
Semarang. Hal. 30 
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kaitan-kaitan lain dalam berfikirnya, yaitu meninjau hubungan hubungan dengan 
faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. 
Hukum sebagai proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan 
penetapan peraturan-peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses 
perwujudan tujuan sosial dalam hukum. Dengan demikian telah berlangsung 
perjalanan menetapkan peraturan itu adalah adanya suatu proses penetrasi dari 
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Mengenai hal ini Bredermeier   berpendapat 
bekerjanya   4 proses fungsional utama, yaitu 34: 
 
a. Adaptasi 
b. Perwujudan Tujuan 
c. Mempertahankan pola dan 
d. Integrasi  
Keempat proses itu saling terkait dan saling memberi input. Setiap sub 
proses memperoleh input dari ketiga lainnya dan out put dari salah satu sub 
proses itu juga menjadi input bagi sub proses lain. 
Menurut Radbruch  Hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas atau 
nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik, yaitu35 : 
a. Keadilan 
b. Kemanfaatan / kegunaan 
                                                 
34 Ibid. hal. 5 
35 Satjipto Rahardjo. 2000.  Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung 
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c. Kepastian Hukum 
Disamping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang, 
yaitu berlaku secara : 
a. Filosofis 
artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang berlaku. 
b. Sosiologis 
apabila kaidah hukum tersebut efektif. Artinya, (a) kaidah hukum dapat 
dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 
masyarakat (Teori Kekuasaan), atau (b) kaidah hukum diberlakukan oleh 
penguasa meskipun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori Kekuasaan 
), atau (c) kaidah hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat 
(Teori Pengakuan) 
c. Yuridis 
apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya 
atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau bila 
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. 
Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam di dukung oleh 
lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan 
pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. 
Kita melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran 
untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun 
didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita 
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sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya 
terdapat satu macam tatanan. 
Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, 
maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam 
masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat 
bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat 
dilakukan secara formil, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan 
dengan resmi. Akan tetapi di samping itu, maka ada juga tata cara informal yang 
tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam 
penggunaan hukum sebagai sarana pengubahan dan pengatur perilaku. Ini 
semuanya termasuk apa yang dinamakan difussi, yaitu penyebaran dari unsur-
unsur kebudayaan tertentu di dalam mayarakat yang bersangkutan. Proses 
disfussi tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh36: 
a. Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini 
hukum), mempunyai kegunaan. 
b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin 
merupakan pengaruh negatif atai positif. 
c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh 
masyarakat, karena berlawanan dengaan fungsi unsur lama. 
                                                 
36 Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Hal 106-108 
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d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, 








Teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut : 











Faktor-faktor sosial & 
Personal hukum 
Lembaga Pembuat         
/  Undang-undang  
Lembaga-lembaga 
Penerap hukum 


















Pada Bagan 2 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut37 : 
1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang 
peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak. 
2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons 
terhadap peraturan baru merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan 
kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta 
keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai 
dirinya. 
3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya. 
Keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang 
mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang 
peranan. 
4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi 
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, 
keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-
lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari 
pemegang peran serta birokrasi. 
 
6. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang 
diatur oleh undang-undang. 
Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 
kewenangan  mengurus dan mengatur  semua urusan pemindahan diluar yang 
                                                 
37 Satjipto Rahardjo, 1986, Op cit, hal. 27. 
 xliv
menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan  dalam Undang-Undang. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, 
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip oronomi yang 
nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah  suatu prinsip bahwa  
untuk menangani urusan pemerintah an dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 
Dengan demikian isi dan jenis  otonomi bagi setiap daerah tidak selalu  sama 
dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan  yang bertanggungjawab 
adalah otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 
tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya  untuk 
memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang 
merupakan  bagian dari tujuan nasional (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 
32 Tahun 2004). 
Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan dikaitkan 
dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh  
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip yang seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip negara kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan dalam ketentuan ini 
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sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan 
pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu pemerintah daerah dan DPRD. 
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut 
untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, karena prinsip tersebut telah 
menjadi paradigma baru di dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang 
digunakan secara  universal. Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada 
bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik  (good governance) 
seperti: responsible, accuntable, controlable, ransparency, limitable dan lain-
lain. Bagi Rakyat banyak penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah 
pemerintahan yang memberikan berbagai  kemudahan, kepastian, dan bersih 
dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan 
sewenang-wenang, baik atas diri, hak maupun atas harta bendanya38  
Adapun pengertian mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : 
a. Asas Desentralisasi 
Ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Asas Dekonsentrasi 
                                                 
38 Bagir Manan. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum. FH UI 
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Ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di 
wilayah tertentu. 
c. Asas Tugas Pembantuan 
Ialah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
Mengingat negara adalah suatu organisasi raksasa yang juga harus tunduk 
pada falsafah dan mekanisme organisasi, maka merupakan konsekuensi logis 
apabila penataan organisasi negara dibagi dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan 
besar kecilnya organisasi tersebut39 Dengan meninjau pada Undang-Undang Dasar 
1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia, digambarkan struktur pola organisasi 
pemerintah daerah yang dalam banyak hal merupakan penjabaran dari struktur 
organisasi Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah suatu keharusan 
dalam struktur Negara Republik Indonesia. 
Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri 
dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi 
dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam 
penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi 
dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana daerah yang diwadahi dalam 
                                                 
39 BN. Marbun. 1991. DPRD, Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya. Jakarta Airlangga. 
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lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk 
suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang perlu ditangani. 
Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya 
mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan 
tugas meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, 
luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi 
daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana 
penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi 
masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. 
a. Kepala Daerah 
Kedudukan dan peran kepala daerah sangat strategis dalam sistem 
pemerintahan sehingga dengan kepemimpinan yang efektif, kepala daerah 
diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigma baru 
otonomi daerah. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala 
daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga 
serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah 
bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan40. Untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, tugas dan fungsi kepala daerah, yang apabila 
diidentifikasi terdapat 2 (dua) kriteria tugas yaitu tugas administrasi atau 
manajerial dan tugas manajer publik. Tugas administrasi/manajerial yaitu 
                                                 
40 J. Kaloh. 2003. Kepala Daerah: Pola Kegiatan Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam 
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yakarta. Gramedia Utama Jakarta 
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menggerakkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi jalannya 
organisasi ke arah pencapaian tujuan, sedangkan tugas manajer publik yaitu 
menggerakkan partisipasi masyarakat, membimbing, dan membina kehidupan 
masyarakat sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pembangunan. 
Disamping itu, juga sebagai pelindung warga masyarakat, menjaga keselarasan 
dan keseimbangan kepentingan seluruh lapisan masyarakat41. 
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 
kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang : 
1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama DPRD; 
2) mengajukan rancangan Perda; 
3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 
5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, da dapat 
menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 
7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
                                                 
41 Ibid. hal. 47-48 
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Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala 
daerah mempunyai kewajiban : 
1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
2) meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
4) melaksanakan kehidupan demokrasi; 
5) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 
6) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
7) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; 
8) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
9) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
daerah; 
10) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan 
semua perangkat daerah; 
11) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
hadapan Rapat Paripurna DPRD; 
12) memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 
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DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada masyarakat. 
b. Wakil Kepala Daerah 
Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah 
dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah 
yang dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Pasal 26 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakil kepala daerah mempunyai 
tugas : 
1. membantu kepala daerah dalam melaksanakan menyelenggarakan 
pemerintahan daerah; 
2. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi 
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil 
pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan 
dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial 
budaya dan lingkungan hidup; 
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan 
kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan di wilayah kecamatan, 
kelurahan dan / atau desa bagi wakil kepala daerah provinsi; 
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; 
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6. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan 
oleh kepala daerah; dan 
7. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 
berhalangan. 
Wakil kepala daerah juga mempunyai kewajiban yang sama dengan 
kepala daerah seperti yang telah disebutkan di atas kecuali pada huruf (1), yaitu 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada masyarakat. 
c. Sekretariat Daerah 
Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : 
1. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. 
2. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 
3. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 
atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas 
sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala 
daerah. 
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d. Dinas Daerah 
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa : 
1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 
2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan 
oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas 
usul sekretaris daerah. 
3. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui 
sekretaris daerah. 
e. Lembaga Teknis Daerah 
Pasal 125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa : 
1. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah 
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 
berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah. 
2. Badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit 
umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. 
3. Kepala badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana 




Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri dari 
1 sekretariat, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 
3 sub bagian. 
 
g. Kelurahan 
Keluarahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 
kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang 
membawahi 1 sekretariat dan paling banyak 4 seksi. 
 
7. Tinjauan Umum Kependudukan 
Istilah demografi (penduduk) berasal dari bahasa  Yunani yang berarti 
”Demos” adalah rakyat atau penduduk dan grafein adalah menulis. Jadi, 
demografi adalah tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau 
penduduk. Menurut para ahli demografi, pengertian demografi adalah ilmu yang 
mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk dengan kata 
lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan 
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tersebut seperti kelahiran, kematian, migrasi. Sehingga menghasilkan suatu 
keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu42. 
Permasalahan kependudukan juga dialami oleh China, seperti yang 
dikatakan oleh Wang dan Lihua43 
Being functioned as both economic and administrative entities, the growth and 
distribution of cities in China are shaped not only by market forces such as 
agglomeration economies, but also ideological commitments, political 
convictions, managerial considerations, and institutional as well as 
administrative settings (Lin, 2002). Thus, urban growth in China appear to 
have its unique characteristic. 
 
Peneliti tersebut mengatakan bahwa keberadaan faktor ekonomi dan 
administrasi merupakan ciri pertumbuhan dan distribusi di China yang tidak 
hanya berbentuk kekuatan ekonomi tapi juga merupakan kekuatan ideology, 
politik, manajemen  serta sistem administrasi Negara tersebut.  
Adanya permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul 
”Public participation in China sustainable urbanization and governance”. 
Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa44: 
“In China local urban and rural communities have recently developed a 
number of participatory and deliberative institutions like consultative meetings 
and public hearings that fit in the socialist tradition of political participation. 
                                                 
42 Fakultas Ekonomi UI. 1981. Dasar-Dasar Demografi. Jakarta. Lembaga Demografi FE. UI. hal.2 
43 Zhengdong New District, Zhengzhou, China Xuefeng Wang. 2006. Examining knowledge 
management factors in the creation of new city Empirical evidence from Newcastle University, Newcastle 
upon Tyne, UK, and Richard Lihua Newcastle Business School, Northumbria University, Newcastle upon 
Tyne, UK Journal of Tecnology Management in China Vol.1 No. 3, 2006 
 
44 Bert Enserink and Joop Koppenjan. 2007. Public participation in China sustainable urbanization and 
governance Faculty of Technology Policy and Management, Delfi University of Technology, Delft, The 
Netherlands Management of Environmental Quality : An International Journal Vol. 18 No 4, 2007 
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(He, 2004) The country is gaining more experience with public participation, 
for instance by the public hearings in Beijing with respect to the Yanmingyuan 
Water Retaining Project, which were instigated by the State Environmental 
Protection Administration (SEPA). At the same time the increasing size and 
frequency of rural and urban protest and labour unrest nationwide points to a 
situation that calls state governance into serious question. (Chung, 2004) The 
Panel on Urban Population Dynamics (2004, p.363) mentions five major 
challenges or dimensions on urban governance : 
a. capacity (with a focus urban services and service delivery); 
b. financial resources (with emphasis on generation of local revenues); 
c. diversity (In particular issuesof inequality and fragmentation, often leding 
to violence and a failure to regulate social conflicts); 
d. security (involving crime and violence, and approaches to the preservation 
of public order and the alleviation of violence); and 
e. authority (with a focus on decentralization and distribution of power, local 
jurisdictional configurations and political participation) 
 
Menurut penelitian Enserink dan Koppenjan, dalam penelitian tersebut 
dikatakan bahwa, Di Cina permasalahan yang saat ini sedang dihadapi dan 
dikonsultasikan mengenai keberadaannya dalam bidang politik adalah tentang 
perpindahan penduduk lokal. Negara telah berusaha untuk mengatasinya dengan 
berbagai partisipasi masyarakat seperti dengan mengadakan SEPA. Pada saat 
yang bersamaan pula permasalahan penduduk lebih mendominasi dan di tambah 
lagi permasalahan buruh yang tidak memiliki kesejahteraan. Adanya 
permasalahan kependudukan tersebut menurut Chung, dapat menimbulkan 
masalah antara lain: a) kapasitas wilayah b) keuangan c) perbedaan antara kaya 
dan miskin d) keamanan dan e) otoritas.  
Dalam pertambahan penduduk yang belakangan itu, besarnya tidak sama 
menyeluruh, kecepatan atau angka-angka yang tertinggi telah didapat di daerah 
tropik yang merupakan bagian-bagian dari Amerika Latin, Brazilia, dengan 
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jumlah penduduk sekitar 95 juta jiwa pada tahun 1971 yang telah tumbuh dengan 
kecepatan 28 orang perseribu penduduk selama kurun waktu 1963-1971 Meksiko 
dengan 51 juta jiwa pada tahun 1971 yang telah tumbuh dengan kecepatan 32 
orang perseribu penduduk45. 
Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran 
penting. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin 
mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh, dalam 
perencanaan pendidikan, diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia 
sekolah, dan para pekerja dalam bidang kesehatan masyarakat memerlukan 
informasi tentang tinggi rendahnya angka kematian dan angka morbiditas 
penduduk. Banyak lagi contoh-contoh lain di mana data kependudukan sangat 
diperlukan dalam perencanaan pembangunan46. 
Komponen penduduk yang dinamis seperti : kelahiran, kematian, 
mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, yang dapat 
terjadi setiap saat tidak dapat terjaring di dalam sensus penduduk. Untuk 
menjaring data ini maka diadakan cara pengumpulan data baru yang disebut 
dengan Registrasi penduduk. Kantor pencatatan registrasi penduduk terbuka pada 
setiap hari kerja, bahkan banyak desa-desa di Indonesia melayani pelaporan 
                                                 
45 David M. Heer. 1985. Masalah Kependudukan di Negara Berkembang. Jakarta : Bumi Aksara. Hal 3-7 
46 Ida Bagoes Mantra. 2009. Demografi Umum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 1 
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registrasi penduduk selama 24 jam. Setelah kantor desa tutup pelayanan tersebut 
dilaksanakan di rumah pejabat yang bersangkutan. 
Registrasi penduduk ini dilaksanakan oleh Kantor Pemerintahan Dalam 
Negeri. Sudah tentu ujung tombak pelaksanaannya adalah Kepala Desa dengan 
perabot desa yang lain. Berbeda dengan Sensus Penduduk yang pelaksanaannya 
dengan sistem aktif, registrasi penduduk dilakukan dengan sistem pasif. Kalau 
seorang ibu yang baru saja melahirkan maka suaminya atau salah seorang 
anggota keluarganya yang lain melaporkan peristiwa-peristiwa kelahiran itu di 
Kantor Desa, begitu pula untuk peristiwa-peristiwa yang lain (misalnya 
kematian) prosedurnya sama saja. Pelaporan dengan sistem pasif ini 
menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketidaklengkapan data 
pelaporan. Beberapa contoh ketidaklengkapan data pelaporan adalah sebagai 
berikut47: 
a. Seorang bayi setelah lahir beberapa menit kemudian meninggal dunia. 
Seharusnya peristiwa ini dicatatkan sebagai kelahiran dan kematian, tetapi 
oleh orang tuanya sama sekali tidak dilaporkan. 
b. Sering peristiwa kelahiran terlambat dilaporkan karena menunggu tali 
pusarnya putus, tetapi sebelum kejadian itu bayi tersebut meninggal dunia. 
Peristiwa kelahiran dan kematian ini tidak dilaporkan kepada kantor desa. 
c. Jarak kantor desa terlalu jauh dari rumah orang yang melahirkan, sehingga 
sering peristiwa kelahiran tersebut tidak dilaporkan. 
                                                 
47 Ibid. hal 17 
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d. Seorang perempuan hamil karena peristiwa ’kecelakaan’, kalau bayinya 
lahir, apalagi dilaporkan ke kantor desa tetangga pun tidak diberitahu. 
Banyak lagi sebab-sebab yang lain yang menyebabkan peristiwa 
kelahiran tidak dilaporkan. 
Catatan mengenai kematian lebih lengkap dibandingkan dengan catatan 
kelahiran disebabkan hal-hal berikut48: 
a. Kematian hanya terjadi sekali selama hidup, dan peristiwa kematian 
melibatkan orang lain. Sedang kelahiran bagi seorang perempuan dapat 
terjadi lebih dari satu kelahiran bagi seorang perempuan dapat terjadi lebih 
dari satu kelahiran dan melibatkan dua orang, suami dan isteri. 
b. Peristiwa kematian adalah peristiwa duka dan orang lain pasti datang untuk 
menyatakan ikut berduka cita dan juga mempersiapkan upacara 
pemakaman jenasah. 
Sejak Indonesia mengikuti Konferensi Kependudukan Dunia di 
Bukarest 1974 serta menyadari akan permasalahan kependudukan yang 
semakin rumit dan bersifat multidimensional, kebijakan yang ada dianggap 
sudah tidak relevan lagi. Kebijakan sebelumnya yang lebih bersifat pronatalis 
diubah menjadi kebijakan antinatalis. Jumlah penduduk yang banyak dengan 
angka pertumbuhan penduduk yang tinggi sudah tidak sesuai lagi dan kedua 
hal ini sekiranya perlu dikendalikan. Penurunan angka pertumbuhan penduduk 
melalui penurunan fertilitas dapat dimungkinkan kalau angka mortalitas lebih 
                                                 
48 Ibid. hal . 18 
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dahulu mengalami penurunan atau dengan kata lain telah terjadi peningkatan 
yang sudah demikian besar ini akan relative tetap. Pemerintah tidak akan 
pernah mengetahui berapa jumlah angka kelahiran dan kematian bila sistem 
administrasi kependudukan tidak pernah ditertibkan49 
Dari hasil penelitian Scott mengatakan bahwa:50 “fiveteen years after the 
adoption and diffusion of the world wide web. IN particular, it examines 
whether and how US city government Web Sites facilities users involvement in 
local public issues” 
Di Amerika, pemerintah telah lama mensosialisasikan internet untuk 
melaksanakan berbagai kebijakan. Lima belas tahun setelah mengadopsi world 
wide  web, hal ini sangat membantu pemerintah Amerika dalam hal 
pengetahuan tentang demokrasi,  dan lain-lain. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pemerintah amerika telah terbantu dengan adanya tren 
teknologi komputer memantu pemerintah dalam mensosialisasikan isue pada 
lebih dari 100 warga Amerika.  
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian mengenai administrasi kependudukan telah diteliti oleh 
penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut sebagai wacana peneliti untuk mencari 
celah baru suatu permasalahan yang diperlukan solusi pemecahan masalahnya. 
                                                 
49 Faturochman, dkk. 2004. Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Pusat Studi Kependudukan dan 
Kebijakan UGM. Hal 21-22 
50 James K Scott. E the People: Do U.S Municipal Government Web Sites Support Public Involvement? 
Public Administration Review. Washington. 2006 www.emerald.com Diakses 6 April 2010 
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Penelitian tersebut antara lain Penelitian Widya Dhari M, penelitian berjudul 
Dampak Kebijakan Sistem Informasi Administrasi kependudukan terhadap 
pelayanan publik. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa  dampak dari 
penyelenggaraan kebijakan SIAK yang diterapkan di Kota Bandar Lampung 
mengacu pada indikator standar pelayanan publik (prosedur, waktu, biaya, produk, 
sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi layanan) negatif, karena 
secara keseluruhan belum terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang terbaik 
kepada masyarakat sebagai pengguna layanan SIAK. Hal ini ditunjukkan dengan 
waktu proses penyelesaian yang lama, tingginya biaya pembuatan dokumen 
kependudukan dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
pemerintah.51 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Pada dasarnya Sistem Administrasi Kependudukan merupakan sub sistem dari 
sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan 
dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.Upaya mewujudkan 
tertib administrasi kependudukan sebagaimana tertuang dalam visi Ditjen 
Administrasi Kependudukan, perlu disikapi secara serius khususnya oleh pihak-
pihak  yang terkait dengan bidang kependudukan. Tertib di bidang administrasi 
kependudukan dengan proses pelayanan mengikuti kaidah-kaidah registrasi di 
                                                 
51 Widya Dhari M. 2009. Dampak Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terhadap 
Pelayanan Publik. Tesis. Lampung. Unila. Tidak dipublikasikan 
 lxi
harapkan akan  menghasilkan dokumen yang memiliki nilai hukum tinggi dan data 
yang berkualitas.   
Mengingat pentingnya administrasi kependudukan di Indonesia, maka 
pemerintah tidak tinggal diam untuk segera membuat peraturan yang berupa 
Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagai 
landasan hukum positif  terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. Undang-Undang ini 
mencabut  produk hukum Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, berupa staadblad 
yang dicermati deskriminatif karena membeda-bedakan penduduk dari aspek suku, 
agama dan golongan. 
Undang-Undang tentang Administrasi kependudukan ini memuat tentang 
pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang 
administrasi kependudukan. Tujuan diterbitkannya undang-undang Administrasi 
Kependudukan adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas 
dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 
yang dialami oleh Penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk, 
menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, 
lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan 
kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi 
Kependudukan secara nasional dan terpadu dan menyediakan data penduduk yang 
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menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Di Indonesia sendiri, berdasarkan hal tersebut dengan diterapkannya Undang-
Undang No. 23 tahun 2006 Tentang  Administrasi kependudukan, maka penelitian 
ini hendak melihat efektifitas implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2006 
khususnya pendaftaran penduduk di Kota Surakarta. Berikut ini merupakan bagan 
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A. Jenis Penelitian 
Hukum mempunyai banyak aspek yang meliputi banyak hal sehingga 
pengertian hukum juga bermacam-macam. Tidak ada kesatuan pendapat para ahli 
tentang pengertian hukum. Untuk mengetahui arah hukum yang terdapat didalam 
penelitian ini maka metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang 
dimaksud mengenai hukum.  Menurut pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 
(lima) konsep hukum, yaitu52: 
                                                 
52 Setiono. 2005. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret. Hal. 20-21 





1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal; 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum 
nasional; 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistematisasi 
sebagai judge made law; 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik; 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi antar mereka. 
 
Berdasarkan pada konsep hukum di atas, jenis penelitian ini adalah 
berdasarkan pada konsep hukum ke 5 (lima). Konsep Hukum ke 5 (lima) yaitu 
hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang 
tampak sebagai interaksi antar mereka. Jenis penelitian hukum ini adalah 
sosiologis atau non doktrinal dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk mengetahui  implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta. 
 
B. Bentuk Penelitian 
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Penelitian yang berjudul implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Studi tentang Pendaftaran 
Penduduk), bentuk penelitiannya adalah penelitian evaluatif dan diagnostik. 
Penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan 
keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala.53 Penelitian 
ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai Implementasi Undang-





C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta, adapun alasan dipilihnya 
Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian ini, Kota Surakarta memiliki jumlah 
penduduk yang relatif  banyak sehingga perlu adanya ketertiban dalam administrasi 
kependudukan, misalnya dengan kepemilikan identitas.  
 
D. Teknik Cuplikan 
Cuplikan berkaitan dengan  pembatasan jumlah dan jenis dari  sumber data 
yang akan digunakan  dalam penelitian. Teknik Cuplikan dalam penelitian ini adalah 
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purposive sampling. Teknik Purposive sampling  pengambilan cuplikan berdasarkan  
atas pertimbangan tertentu. Cuplikan  tidak digunakan dalam usaha  untuk 
melakukan generalisasi   statistic atau sekedar mewakili populasinya, tetapi lebih 
megarah pada generalisasi teoritis. Sumber data yang digunakan disini tidak sebagai 
yang mewakili populasinya tetapi  lebih cenderung  mewakili informasinya. Karena 
pengambilan cuplikan ini  di dasarkan atas pertimbangan tertentu. Dengan 
kecenderungan  peneliti untuk memilih informasi yang dianggap mengetahui 
informasi dan masalahnya  secara mendalam  dan dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber data yang mantap54 
 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua Kecamatan sebagai cuplikan 
yaitu Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Serengan. Adapun alasan di gunakannya 
Kecamatan Banjarsari karena wilayahnya yang luas dan digunakannya Kecamatan 
Serengan karena wilayahnya yang sempit. 
 
E. Jenis dan Sumber Data 
Menurut jenisnya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data 
sekunder.  
a. Jenis Data  
Dalam hal ini jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1) Data primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu orang 
yang dijadikan key informant. Adapun sumber data primer ini adalah pihak 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Kecamatan 
Banjarsari, Kecamatan Serengan  serta Masyarakat Kota Surakarta.  
2) Data sekunder 
Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, misalnya 
dokumen, laporan-laporan atau catatan-catatan lain yang digunakan untuk 
penunjang dan pelengkap data primer guna mempertajam pemaparan 
mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta 
b. Sumber Data 
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Sumber data primer 
Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama, yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui 
obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa hasil 
wawancara langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain sumber data 
primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh 
secara langsung dari lapangan melalui wawancara dalam hal ini dilakukan 
wawancara dengan narasumber, yaitu a). Pegawai Dinas Kependudukan dan 
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Catatan Sipil Kota Surakarta,  b). Pegawai Kecamatan Banjarsari, c). 
Pegawai Kecamatan Srengan dan d). Masyarakat Kota Surakarta. 
2) Sumber data sekunder 
a) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dijadikan acuan dalam 
penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Studi Tentang 
Pendaftaran Penduduk), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta  
b) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang ada hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer dalam hal ini meliputi buku – buku 
tentang kependudukan, teori hukum dan literatur  lain yang relevan 
dengan penelitian ini. 
c) Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang dapat menunjang bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini meliputi kamus 
bahasa Inggris dan kamus hukum. 
 
F. Metode Pengumpulan Data 




Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara mendalam atau in depth interviewing . Wawancara  ini bersifat lentur 
dan terbuka, serta  tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan bisa 
dilakukan berulang pada informan yang sama55. 
Peneliti mencari data mulai dari informan yang ditentukan untuk 
diwawancarai yang darinya akan bergulir menggelinding seperti bola salju 
(snowball sampling). Snowball sampling merupakan penggunaan sampling tanpa 
persiapan tetapi mengambil orang pertama yang dijumpai selanjutnya  dengan 
mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan sampling berikutnya sehingga 
mendapatkan data lengkap dan mendalam, ibaratnya seperti bola salju yang 
menggelinding, semakin jauh semakin besar56. Wawancara ini dilakukan dengan 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan staf bagian 
pendaftaran penduduk, Camat Banjarsari dan staf bagian pendaftaran penduduk, 
Camat Serengan dan staf bagian pendaftaran penduduk serta masyarakat Kota 
Surakarta. 
b.  Observasi 
Teknik observasi digunakan  untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Penelitian 
ini menggunakan observasi berperan aktif. Dalam penelitian ini peneliti berdialog 
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dan bercakap-cakap yang mengarah pada pendalaman dan kelengkapan data serta 
mengamati peristiwa-peristiwa demi kelengkapan data57. Observasi dilakukan di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Kantor Kecamatan 
Banjarsari, Kantor Kecamatan Serengan. 
c.  Dokumen 
Dokumen  merupakan bahan  catatan rekaman yang bersifat formal dan 
terencana dalam organisasi, yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu dan 
dapat secara baik di manfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian58.  
 
 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 
ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha 
untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang 
diperoleh dalam penelitian.59  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian 
angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks 
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yang diperluas.60 Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak 
pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasinya. 
Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 
pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak 
dalam komponen analisis seperti tersebut di atas.61 
Di tengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan 
dilakukan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data 
selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang 
tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data 
demi kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan 
model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
Gambar 1 
 Model Analisis Interaktif 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Deskripsi Kota Surakarta 
1. Profil Kota Surakarta 
Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama Kota Sala merupakan kota 
besar kedua setelah Kota Semarang. Secara Geografis, wilayah administratif 
Kota Surakarta terletak di tengah  wilayah eks Karesidenan Surakarta, dengan 
batas wilayah: sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur dengan 
Kabupaten Karanganyar, sebelah Selatan dan Barat dengan Kabupaten 
Sukoharjo62. 
Kota Surakarta yang terletak pada jalur transportasi strategis Bali 
Surabaya-Solo-Jogjakarta-Purwokerto-Jakarta-Sumatra, sangat berpeluang besar 
dalam mengembangkan bidang perdagangan, industri pengolahan, 
manufaktur,pariwisata, jasa dan pendidikan. 
Kota Surakarta merupakan kota tua, bekas ibukota kerajaan kasunanan 
Surakarta Hadiningrat sejak tahun 1745 dan Pura mangkunegaran. Kedua pusat 
kebudayaan Jawa tersebut sudah tentu memiliki pengaruh besar terhadap 
pembentukan tradisi dan adat istiadat masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya. 
Salah satu karakteristik tata nilai budaya Jawa  adalah kenthal dan laku tirakat, 
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antara lain dalam bentuk berjaga malam (lek-lekan). Dengan banyaknya warga 
yang senang laku tirakat lek-lekan inilah kemudian muncul usaha-usaha yang 
beroperasi pada malam hari di banyak kawasan strategis, misalnya: hik. Dari sini 
muncul julukan Sala, kota yang tak pernah tidur. 
 
2. Visi Misi Kota Surakarta 
Visi : 
Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi 
perdagangan, jasa,pendidikan, pariwisata dan olah raga. 
Misi : 
a. Revitalisasi Kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam 
semua bidang pembangunan serta perekatan kehidupan bermasyarakat 
dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai Solo kota 
budaya. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 
dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan teknologi dan 
seni guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani 
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu 
tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi 
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serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab 
lingkungan. 
d. Memberdayakan peran dan fungsi hokum pelaksanaan hak asasi manusia 
dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utama para 
penyelenggara pemerintah. 
 
3. Wilayah Administrasi 
Wilayah Administrasi kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan 
yaitu Jebres, Banjarsari, Pasar Kliwon, Serengan dan Laweyan dan 51 kelurahan 
dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Wilayah 
terluas berada di Kecamatan Banjarsari (14,81 km2) dan wilayah tersempit di 
Kecamatan Serengan (3,19 km2). Kepadatan Penduduk tertinggi berada di 
kecamatan Pasar Kliwon (4,82 jiwa/km2) dan terendah di Kecamatan Jebres 
(12,58 jiwa/km2).  
Kota Surakarta secara administrative terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 
Kelurahan meliputi : 
Kecamatan Laweyan  : 11 Kelurahan, 105 RW, 451 RT 
Kecamatan Serengan  : 7 Kelurahan, 72 RW, 309 RT 
Kecamatan Pasar Kliwon : 9 Kelurahan, 100 RW, 424 RT 
Kecamatan Jebres  : 11 Kelurahan, 149 RW, 630 RT 
Kecamatan Banjarsari  : 13 Kelurahan, 169 RW, 849 RT 
Jumlah RW   : 595 
 lxxvi
Jumlah RT   : 2666 
 
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Surakarta, maka 
secara alami dinamika penduduk, baik tingkat kepadatan penduduk maupun 
mobilitas penduduknya, menjadi semakin tinggi. Tak pelak lagi hal ini 
menyebabkan berbagai persoalan baru dalam bidang kependudukan, pemukiman, 
kesehatan, tata kota maupun masalah sosial lainnya. 
Wacana pemekaran kecamatan maupun kelurahan merupakan bentuk 
usaha penciptaan wilayah administrasi yang lebih representatif antara aparatur 
dengan masyarakat yang dilayaninya. Akan tetapi untuk mewujudkannya 
diperlukan kajian yang komprehensif sebelum disahkan dalam bentuk Perda. 
Disamping itu diperlukan waktu dan anggaran belanja yang tidak sedikit dalam 
proses pembentukannya. 
 
4. Tingkat Pertumbuhan penduduk Kota Surakarta 
Pada tahun 2008  (Januari –Desember). Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (DKC), mencatat 22.219 peristiwa vital  di Kota Surakarta yang meliputi  
15.912 peristiwa kelahiran, 3.724 peristiwa kematian, 2.080 peristiwa 
perkawinan dan 503 peristiwa perceraian. Keempat peristiwa vital itu baik 
langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk 
Kota Surakarta.  
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Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2008 adalah 563,262 jiwa/km2, 
dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Banjarsari sebesar 161.238 dan 
kepadatan terendah di Kecamatan Serengan sebesar 62.934 jiwa 
 
a. Tingkat Kelahiran Kota Surakarta 2008 
Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan 
kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk 
daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. 
Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, 
mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan 
kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta 
kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di 
tingkat kabupaten/kota. 
Tingkat kelahiran bayi di Kota Surakarta tahun 2008 terbesar di 
Kecamatan Banjarsari yaitu 3159 sedangkan kelahiran bayi terendah di 
Kecamatan Serengan sebesar 884. Memang tidak ada kecenderungan 
hubungan antara wilayah Kecamatan namun kelahiran bayi lebih di sebabkan 
karena banyaknya jumlah penduduk di setiap wilayah Kecamatan. 
b. Tingkat Kematian Kota Surakarta 2008 
Tingkat kematian di Kota Surakarta tahun 2008 terbesar terdapat di 
Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 16, dan kematian terkecil di wilayah 
Serengan sebesar 8. Banyaknya pelaporan kematian yang kurang lengkap  di 
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sebabkan oleh sebagian dari jumlah kematian itu memang berasal dari luar 
Surakarta dan sebagian memang malas untuk mengisi formulir pelapor 
kematian, hal ini berindikasi sangat kuat terhadap rendahnya proporsi 
kematian dengan alamat jelas. Akibatnya banyak data kematian dari 
Kecamatan yang tidak bisa di tampilkan.  
 
5. Tinjauan Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
dibentuklah dinas-dinas yang diberikan kewenangan untuk memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat kota Surakarta dalam hal penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan 
Perda Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 













Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
 
 
Pelaksanaan pelayanan Kependudukan di Kota Surakarta adalah 
tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelayanan 
Kependudukan dalam kerangka sistem informasi manajemen  kependudukan 
Kota Surakarta dilaksanakan tahun 2005 berdasarkan Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 474/83/1/2004 jo. Nomor 470/151/1/2005 tentang Pelaksanaan 
Sistem Administrasi Kependudukan. 
a. Struktur Organisasi 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dipimpin oleh 
seorang  Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sub Dinas yang membawahi 1) 
Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Kepala Sub Dinas Bina Program, 3) Kepala 
Sub Dinas Kependudukan, 4) Kepala Sub Dinas Pencatatan Sipil 5) Kepala 
Sub Dinas Dokumen Dan Informasi. Kepala Bagian Tata Usaha dalam 
menjalankan tugas membawahi tiga sub bagian, yaitu 1) sub bagian umum, 
2) sub bagian kepegawaian, 3) Sub bagian keuangan. 
Sedangkan empat Kepala Sub Dinas dibantu kepala seksi, yaitu: A) 
Kepala  sub dinas Bina Program membahwahi 1) Kepala seksi Perencanaan 
dan Penyusunan program, 2) Kepala seksi Pengendalian evaluasi,  pelaporan 
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dan B). Kepala sub dinas Kependudukan membawahi 1) Kepala seksi 
Pendaftaran Penduduk, 2) Kepala Seksi Mutasi Penduduk, C) Kepala Sub 
Dinas Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi 1) Kepala seksi kelahiran, 
Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 2) Kepala Seksi Perkawinan dan 
Perceraian, D) Kepala Sub Dinas Dokumen Dan Informasi membawahi 1) 
Kepala seksi Peyananan Dokumen, 2) Kepala seksi Pengelolaan Dokumen, 
3) Kepala Seksi Penyuluhan. 
 
b. Susunan Kepegawaian dan perlengkapan 
Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Surakarta dapat digambarkan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut :  
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 Sumber: Dispenduk dan Capil tahun 2010  
  
Dalam kelancaran tugasnya, masing-masing kepala bidang maupun 
kepala seksi dibantu oleh staf yang jumlahnya menyesuaikan tingkat beban 
kerja yang dijalaninya. 
 






























































Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas mempunyai fungsi : 
1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas 
2. Penyusunan Rencana Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
3. Pengelolaan data dan Statistik 
4. Pengelolaan Administrasi Kependudukan 
5. Pencatatan dan Penerbitan akta-akta kependudukan dan Pencatatan Sipil 
6. Pengelolaan dan Pelayanan Dokumen 
7. Penyelenggaraan sosialisasi 
8. Pembinaan Jabatan Fungsional 
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan tugas dan fungsi jabatan di Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 
Kepala Dinas : mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 
Uraian tugas kepala dinas diantaranya adalah : 
1. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja tahunan 
(Renja) Dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propoda); 
 lxxxiii 
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas; 
3. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas; 
Sekretaris : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 
Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan. 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dam pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
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Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
penghkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
Kepala Sub Bagian Keuangan : mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verivikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 
Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepagawaian, meliputi : 
pengelolaam administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan 
tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Dinas. 
Kepala Bidang Data dan Statistik : 
Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pengolahan data dan statistik dan sistem teknologi informasi. 
 
Untuk melaksanakan tugas bidang data dan statistik mempunyai 
fungsi : 
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1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengolahan data dan statistik. 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang sistem tekologi informasi. 
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Kepala seksi pengolahan data dan statistik mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengolahan data dan statistik, meliputi : pengumpulan, 
verifikasi, pengolahan, penyajian data dan statistik. 
Kepala seksi Sistem Teknologi dan Informasi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang sistem teknologi informasi, meliputi : pengelolaan, 
pemeliharaan, perencanaan dan pengembangan sistem teknologi informasi. 
Kepala bidang pendaftaran penduduk : mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang identitas penduduk, perpindahan dan pendataan penduduk rentan. 
Untuk melaksanakan tugas bidang pendaftaran penduduk mempunyai fungsi 
: 
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang identitas penduduk. 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang perpindahan dan pendataan penduduk rentan. 
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Kepala seksi Identitas Penduduk : mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang identitas penduduk, meliputi : pendaftaran penduduk dan penerbitan 
identitas penduduk. 
Kepala seksi perpindahan dan pendataan penduduk rentan : 
mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan dibidang perpindahan dan pendataan penduduk 
rentan, meliputi : pengelolaan data perpindahan penduduk, dan pelayanan 
perpindahan dan pendataan penduduk rentan. 
Kepala bidang pencatatan sipil : mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan 
pengesahan anak. Untuk melaksanakan tugas bidang pencatatan sipil 
mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang perkawinan dan perceraian. 
 lxxxvii 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang kelahiran, kematian, pengakuan anak dan 
pengesahan anak. 
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Kepala seksi perkawinan dan perceraian : mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang perkawinan dan perceraian, meliputi : pelayanan 
pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, perubahan dan 
pembatalan akta. 
Kepala seksi kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak: 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelahiran, kematian, pengakuan anak, 
dan pengesahan anak, meliputi : pelayanan pencatatan dan penerbitan akta 
kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan dan 
pembatalan akta. 
Kepala bidang dokumentasi dan informasi : mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pengelolaan dokumentasi, penyuluhan, pelayanan dokumen. Untuk 
melaksanakan tugas bidang dokumentasi dan informasi mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengelolaan dokumentasi 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyuluhan, dan pelayanan dokumen. 
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Kepala seksi pengelolaan dokumen : mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pengelolaan dokumentasi, meliputi : penyimpanan, pemeliharaan, dan 
pelayanan dokumen. 
Kepala seksi penyuluhan dan pelayanan: mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pelayanan, meliputi : penyuluhan dan 
pelayanan informasi. 
d. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
Setiap organisasi mempunyai pandangan ke depan dan cita-cita yang 
ingin diraih dalam jangka panjang atau suatu perubahan dari hasil kinerja 
suatu instansi/organisasi dapat diajukan acuan atau pedoman proses 
pelayanannya. 
Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta adalah ”Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan 
pelayanan prima menuju penduduk berkualitas”. 
Makna visi : 
 lxxxix
a. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan : terciptanya kepedulian 
dan peran serta masyarakat untuk melaporkan kejadian kependudukan 
atau kejadian penting yang dialami diri atau keluarganya untuk mengurus 
atau memperbaharui identitas atau dokumen penduduk dengan tepat 
waktu dan prosedur yang benar. 
b. Pelayanan prima dibidang Administrasi Kependudukan : pelayanan yang 
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
kepada masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
serta ketransmigrasian secara cepat, murah dan memuaskan, dengan 
prinsip-prinsip kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi 
serta penegakan hukum dan HAM. 
c. Penduduk Berkualitas adalah penduduk yang sadar akan hak dan 
kewajibannya untuk memiliki dokumen kependudukan dalam rangka 
tertib administrasi kependudukan. 
 
e. Misi 
Misi adalah suatu pernyataan merumuskan tujuan inti dan falsafah 
organisasi atau suatu pernyataan tentang tujuan mendasar dari suatu 
organisasi. 
Dengan berpedoman pada misi tersebut diatas dan disesuaikan pada 
tugas pokok dan fungsi, maka misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Surakarta adalah : 
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1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta  
2. Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan serta menjalankan 
sistem informasi sehingga mampu menyediakan data dan informasi 
kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik 
dan pembangunan. 
3. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan 
perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan penduduk. 
4. Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi, selaras 
dan seimbang antara kuantitas/pertumbuhan, koalitas serta persebaran 
dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 
5. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta 
masyarakat untuk pelaksanaan dan pendayagunaan manfaat administrasi 
kependudukan guna perlindungan social dan penegakan hak-hak 
penduduk. 
Untuk mendukung hal tersebut diatas dibutuhkan tenaga-tenaga 
profesional yang berwawasan luas di bidang kependudukan, komunikasi, 
informasi dan edukasi serta pelayanan kepada masyarakat dalam jumlah yang 
cukup dan dituntut adanya tanggungjawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi 
sesuai dengan sifat pekerjaan yang diembannya. 
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Rencana strategi yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surakarta dalam rangka menuju visi dan misi adalah : 
1. Meningkatkan koalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola 
administrasi kependudukan. 
2. Meningkatkan kepedulian dan ketaatan masyarakat wajib Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Pencatatan Sipil terhadap 
peristiwa/kejadian vital (lahir, mati, kawin, cerai, perubahan biodata, 
pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak). 
3. Meningkatkan pelayanan sampai pada tingkat terendah yaitu kelurahan. 
4. Meningkatkan profesional dalam pelayanan untuk mencapai pelayanan 
prima 
5. Meningkatkan penyebaran informasi tentang kependudukan, pencatatan 
sipil dan ketransmigrasi kepada masyarakat Kota Surakarta. 
6. Terbentuknya Data Base kependudukan yang dapat bermanfaat bagi 
proyeksi perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fifik (Bidang 
pendidikan, kesehatan, keluarga Berencana, ketenagekerjaan, sosial 
politik dan sebagainya). 
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Dalam konsep pelayanan, semua unit harus memikirkan kepentingan 
publik dan kerjasama untuk memuaskan dengan harapan masyarakat atau 
pengguna produk/jasa. Untuk itu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil benar-benar dapat mewujudkan pelayanan yang profesional / 
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SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely), maka strategi 
yang dilakukan dalam mengoptimalkan hasil penyelenggaraan program 
sebagai berikut: 
a.  Membangun komitmen dan terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi 
terkait dalam menangani program administrasi kependudukan. 
b.  Membangun sistem untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan 
masyarakat luas dalam rangka kelancaran pelayanan di bidang 
kependudukan. 
c.  Mengoptimalkan sistem yang sudah ada untuk mendukung dan 
memfungsikan sistem jaringan terpadu, termasuk peralatan tenaga dan 
fasilitas yang tersedia. 
d.  Mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi di bidang 
kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi secara 
berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Surakarta 
baik secara langsung, menggunakan media cetak dan media elektronik. 
e.  Menyediakan data statistik kependudukan yang akurat sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan 
pembangunan. 
 
B. Hasil Penelitian  
1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta  
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Pada uraian ini, peneliti membatasi pada persyaratan dan tatacara 
pendaftaran penduduk. Karena inti dari pendaftaran penduduk mengenai 
persyaratan dan tatacara pendaftaran. Administrasi kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Oleh karena itu, Pemerintah 
Kota Surakarta mengimplementasikannya dengan UU No. 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan.  
Dari hasil penelitian, dapat di ketahui bahwa bagian pendaftaran penduduk 
meliputi dua hal yaitu identitas penduduk dan pindah datang penduduk. Identitas 
penduduk meliputi KK dan KTP. Adapun persyaratannya sebagai berikut: 
a. KK (Kartu Keluarga) 
1) Permohonan KK Baru 
Mengisi formulir Biodata Penduduk WNI atau WNA (data keluarga dan 
data individu), atau mengisi formulir perubahan Biodata Penduduk 
dengan melampirkan persyaratan : 
a) Surat Pengantar RT/RW 
b) Surat Keterangan Pindah / Datang bagi penduduk yang pindah dalam 
wilayah NKRI 
c) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang 
dari Luar Negeri karena pindah 
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d) Bagi yang sudah menikah melampirkan fotocopi Buku Nikah/Kutipan 
Akta Perkawinan dilegalisir pejabat yang berwenang 
e) Fotocopi Kutipan Akta kelahiran bagi semua keluarga 
f) Mengisi Data Keluarga dan Biodata Anggota Keluarga 
g) Fotocopi ijasah/STTB 
h) Untuk WNI Keturunan ditambahi fotocopi : 
· Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (apabila Akta 
Catatan Sipil yang bersangkutan belum mencantumkan Warga 
Negara Indonesia / WNI). 
· Surat Keterangan Ganti Nama (apabila perubahan nama belum 
tercantum dalam Akta Catatan Sipil) 
i) Bagi WNA Tinggal Tetap, ditambahi fotocopi : 
· Dokumen Imigrasi 
· Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 
· Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) 
· Surat Ijin Kerja 
2) Permohonan KK Perubahan 
a) Surat Pengantar dari RT/RW 
b) Menyerahkan KK lama 
c) Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam 
wilayah NKRI 
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d) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang 
dari Luar Negeri karena pindah 
e) Bagi WNA Tinggal Tetap, melampirkan fotocopi Dokumen Imigrasi 
f) Surat Keterangan/Bukti perubahan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting. 
3) Permohonan KK Hilang atau Rusak 
a) Surat Pengantar dari RT/RW 
b) Bagi pemohon KK yang sudah rusak, menyerahkan surat keterangan 
kehilangan KK dari Kelurahan/Kepolisian 
c) Fotocopi / menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu 
anggota KK 
d) Bagi WNA Tinggal Tetap, melampirkan fotocopi Dokumen Imigrasi 
Proses penyelesaian selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah berkas 
dinyatakan Lengkap dan Benar 
 
b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
1) Syarat Permohonan KTP Baru 
a) Surat pengantar RT/RW 
b) Fotocopi KK 
c) Menyerahkan KTP lama 
d) Fotocopi Akta Nikah/Akta Perkawinan termasuk bagi penduduk yang 
belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah 
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e) Fotocopi Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang 
f) Surat Keterangan Pindah/Datang  
g) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri karena pindah 
h) Bagi pemohon yang mengajukan perubahan Biodata penduduk 
i) Bagi WNA tinggal tetap, melampirkan fotocopi dokumen imigrasi 
j) Datang langsung untuk difoto atau melampirkan pas foto terbaru 
ukuran 3 x4 sebanyak 2 lembar 
2) Syarat Permohonan KTP Perpanjangan dan Perubahan 
a) Surat pengantar RT/RW 
b) Mengisi formulir F-1, 07 
c) Menyerahkan KTP Lama 
d) Fotocopi KK yang dimiliki 
e) Datang langsung untuk difoto atau melampirkan pas foto terbaru 
ukuran 3 x4 sebanyak 2 lembar 
f) Bagi WNA tinggal tetap, melampirkan fotocopi dokumen imigrasi 
g) Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan 
3) Syarat Permohonan KTP Hilang dan Rusak 
a) Surat pengantar dari RT/RW 
b) Bagi pemohon KTP yang sudah rusak menyerahkan bukti KTP lama 
yang rusak. 
c) Bagi pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan surat keterangan 
kehilangan KTP dari kepolisian 
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d) Melampirkan fotocopi KK 
e) Bagi WNA tinggal tetap, melampirkan fotocopi dokumen imigrasi 
dan SKCK 
4) Prosedur Pembuatan KTP 
a) Kalurahan 
· Mengisi formulir F-1.07 dan dibubuhi Cap/ Tanda tangan lurah 
· Melengkapi berkas sesuai ketentuan tersebut diatas 
· Bagi WNA langsung ke Instansi Pelaksana 
b) Kecamatan 
· Menyerahkan berkas kelengkapan setelah selesai proses di 
kelurahan 
· Pemohon datang langsung untuk difoto atau melampirkan pas foto 
terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 
· Membayar retribusi Rp 5.000,00 dan menerima resi untuk 
pengambilan KTP 
c. Pindah Datang 
1) Pindah datang dalam satu kalurahan, antar kalurahan dalam satu 
kecamatan dan antar kecamatan 
a) Surat Pengantar dari RT/RW 
b) Kartu Keluarga (KK) 
c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
d) Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (8 lembar) 
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e) Yang dalam satu Kelurahan tidak menggunakan Pas Photo 
2) Pindah antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi   
a) Surat Pengantar dari RT/RW 
b) Kartu Keluarga (KK) 
c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
d) Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (10 lembar) 
e) Pengantar Lurah yang diketahui Camat 
3) Permohonan Datang Penduduk WNI  
Datang dari Luar Kota mendaftarkan diri dengan persyaratan : 
a) Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana Kependudukan 
daerah asal. 
b) Surat Pengantar RT 
c) Syarat dibawa oleh pemohon ke Kelurahan 
4) Permohonan Pindah Penduduk 
a) Perpindahan Penduduk WNA yang memiliki ijin tinggal terbatas dan 
ijin tinggal tetap dengan klasifikasi: 
· Dalam Kabupaten/Kota 
· Antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi 
· Antar Propinsi 




· KTP orang asing 
· Fotocopi Paspor dengan menunjukkan aslinya 
· Fotocopi Kartu Ijin Tinggal Tetap 
· Menunjukkan Buku Pengawas Orang Asing 
· Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
· Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar 
5) Permohonan datang Penduduk 
a) Perpindahan penduduk WNA yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas 
dengan syarat: 
· Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) atau 
Surat Keterangan Tempai Tinggal (SKTT) 
· Fotocopi Paspor 
· Fotocopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas 
· Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
· Pas Photo 4x6 sebanyak 2 lembar 
b) Perpindahan penduduk WNA yang memiliki ijin Tinggal Tetap dalam 
wilayah NKRI yang datang dari Luar Kota dengan syarat: 
· Surat Keterangan Pindah dari instansi pelaksana Kependudukan 
daerah asal 
· Fotocopi Paspor dan menunjukkan aslinya 
· Fotocopi Kartu Ijin Tinggal Tetap 
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· Surat Keterangan Catatan Kepolisian (dari daerah asal) 
· Menunjukkan Buku Pengawas Orang Asing 
· Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar 
c) Perpindahan penduduk WNA yang memiliki Ijin Tinggal Sementara 
dalam wilayah NKRI yang datang dari Luar Kota dengan syarat: 
· Surat Keterangan Pindah dari instansi Pelaksana Kependudukan 
daerah asal 
· Fotocopi paspor dan menunjukkan aslinya 
· Fotocopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas 
· Surat Keterangan Catatan Kepolisian (daru daerah asal) 
· Pas Photo 4x6 sebanyak 2 lembar 
 
6) Pindah datang antar Negara 
a) Perpindahan Penduduk WNI keluar negeri yang menetap selama satu 
tahun atau lebih dengan persyaratan: 
· Surat Pengantar dari RT/RW 
· Kartu Keluarga (KK) 
· Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
· Surat Pengantar dari Lurah dan Canat 
· Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar 
b) Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri, persyaratan : 
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· Melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 
Kota Surakarta 
· Paspor atau Dokumen pengganti Paspor 
· Surat Keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia dari 
negara asal 
· Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar 
c) Perpindahan Penduduk WNA Datang dari Luar Negeri dengan ijin 
Tinggal Terbatas dengan persyaratan : 
· Fotocopi Paspor 
· Fotocopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas 
· Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar 
 
d) Perpindahan Penduduk WNA yang mempunyai Ijin Tinggal Tetap / 
Terbatas pindah ke Luar Negeri dengan persyaratan : 
· Fotocopi paspor 
· KTP dan KK / Surat Keterangan Tempat Tinggal 
· Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
· Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar 
7) Jangka waktu pelayanan 
· Surat Keterangan Pindah berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan 
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· Perpindahan Penduduk WNI/WNA Datang dari Luar Negeri wajib 
melaporkan diri ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Surakarta, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
kedatangan. 
Untuk menjawab masalah Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan pendaftaran 
penduduk di Kota Surakarta diperoleh hasil wawancara dari aparatur pelaksana 
dan masyarakat. 
Dari hasil wawancara  yang penulis lakukan dengan Drs. Ahmad Zein 
Sholechul Hadi, MM  selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mengatakan bahwa: 
 ”Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 saya rasa sudah bagus untuk 
substansinya. Bidang pendaftaran penduduk itu menangani 2 hal, yang 
pertama adalah terkait dengan identitas penduduk, yang kedua terkait 
dengan pindah  datang penduduk” 
 
Foto 2 
Wawancara dengan Drs. Ahmad Zein Sholechul Hadi, MM Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
 
 
Lebih lanjut di jelaskan oleh Drs. Ahmad Zein Sholechul Hadi, MM 
mengenai lingkup pendaftaran penduduk di Kota Surakarta: 
”Identitas penduduk itu terkait dengan KTP, KK dan biodata penduduk. 
Asumsinya begini sebelum penduduk itu memiliki KK dan KTP itu 
pertama harus didata dulu memiliki biodata penduduk, biodata penduduk 
itu kemudian tersimpan di database kependudukan kami. Setiap penduduk 
yang masuk dalam database kependudukan kami berarti memiliki biodata 
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penduduk selanjutnya diterbitkan Kartu Keluarga atau KK, setelah KK 
terbit baru bisa untuk mendapatkan KTP. Hanya ada satu identitas 













Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan 
dengan Suratno bagian pendaftaran Kecamatan Serengan yang mengatakan: 
”yang termasuk pendaftaran disini ya KTP dan KK, untuk pembuatan KTP 
itu satu jam. Untuk  KK disini 3 minggu dan untuk permohonan pembuatan 
mereka harus datang sendiri karena yang dibutuhkan datanya, jadi untuk 
menghindari pemalsuan identitas, bagi yang tidak bisa datang sendiri kita 














Pendapat tersebut di atas juga di dukung oleh hasil wawancara dengan Drs. 
Suwarta, SH. MM selaku Camat Banjarsari yang mengatakan bahwa  
”Menurut saya isi dari Undang-Undang tersebut sudah bagus kok, 
Pendaftaran itu dimulai dari proses mulai pengantar RT, RW  blanko yang 
dimasukkan pada proses pendaftaran ke kecamatan. yang ditangani 








Wawancara dengan Ibu Sutarti Pensiunan PNS 
 
 
Paparan di atas juga didukung dari hasil wawancara penulis dengan ibu 
Sutarti yang berusia 80 tahun selaku masyarakat Kota Surakarta 
”kulo nggih gadhah KTP, ning meniko sedoyo disimpen bapak kok. nggih, 
tenpundi-pundi ngasto KTP. kulo mboten natih hubungan dateng kelurahan 
nopo-nopo bapak, ketingale Bapak tindak RT, RW rumiyin lajeng wonten 
Kalurahan terus dateng Kecamatan ” 
 
(Saya juga punya KTP, tapi sekarang semua yang membawa Bapak. Bila 
mau pergi kemana-mana saya selalu membawa KTP. Saya tidak pernah 
berhubungan dengan kalurahan, apa lagi datang kesana, semua yang 
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Wawancara dengan Rani Tiur Prasasti 
 
 
Seorang pegawai  Swasta yang berdomisili di Wilayah Kecamatan 
Banjarsari, Rani Tiur Prasasti mengatakan bahwa: 
”Saya berasal dari Jebres, setelah menikah, saya ikut suami dan tinggal 
bersama mertua di sini. Tapi KK saya sudah pecah. Saya bikin KK baru 
dengan prosedur minta surat keterangan dari RT, RW trus di urus di 
Kalurahan dan Kecamatan. Tapi jadinya agak lama dibandingkan KTP 















Dari penelitian yang telah diperoleh wawancara dengan Herlina 
Pujiastuti,SH. Pegawai PSP mengatakan 
”Kebetulan mbak saya baru saja mengurus KK saya yang hilang, yang 
kebetulan akan saya gunakan untuk mendaftarkan anak yang nomor dua 
masuk SMP yang salah satu persyaratannya harus menunjukkan KK asli. 
Prosedurnya mencari KK yang hilang gini mbak, saya dengan surat 
pengantar  RT dan RW ke kalurahan tapi sampai di kalurahan saya di suruh 
mencari surat keterangan kehilangan dari kepolisian di sertai fotokopi KK, 
kemudian dari kalurahan, saya langsung ngurus ke Kecamatan. Pihak  
Kecamatan mengatakan jadinya KK tergantung blangkonya KK. Saya 
sempat panik karena KK tersebut harus segera di gunakan dan 
Alhamdulillah akhirnya KK saya sudah jadi dalam waktu sekitar empat hari 
ini mbak”  
 
Wawancara penulis dengan Sriyati seorang pedagang di wilayah 
Kecamatan Banjarsari  yang penulis temui pada saat mengurus KTP di 
Kecamatan Banjarsari Mengatakan: 
”Saya menguruskan KTP suami sendiri mbak, kalau syaratnya lengkap 
biasanya sih cepat. Sebelumnya saya minta pengantar pak RT di ketahu pak 
RW kemudian ke Kalurahan baru kesini. Cuma ya begini antrinya lama. 
Tapi kalo sudah di niati ya nggak masalah, karna KTP itu kan kebutuhan 
kita ya mbak, jadi kalau kita nggak punya KTP takut kalo ada apa-apa. 




Wawancara dengan  Masyarakat Kecamatan Banjarsari 
 
 
Dikatakan oleh seorang tukang pijet Yu Ribut yang berdomisili di 
Kecamatan Banjarsari,  
”Kulo KK kalih KTP nggih gadah, soale kulo asring mijet teng luar kota, 
amargi kulo ajrih yen wonten razia. Kulo ngurus piyambak nyuwun surat 
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pengantar RT, RW,  trus kulo beto ten Kalurahan bibar niku di urus ten 
Kecamatan. Mbayare Rp. 5000” 
 
(Saya KK dan KTP juga punya, karena saya sering mijat sampai luar kota, 
karena saya takut kalau ada razia. Saya mengurus sendiri, minta surat 
pengantar RT, RW, kemudian saya bawa ke Kalurahan setelah itu di urus 










Hal senada juga di jelaskan oleh Drs. Sutaryono Kasi Tata Pemerintahan 
Kecamatan Serengan yang mengatakan bahwa: 
“untuk kebijakan mengenai pelayanan KTP 1 jam memang dari pak Wali 
ada, itu sudah ditangkap langsung dari pihak terkait dalam dinas 
kependudukan dan catatan sipil. Dari sana menangkap apa yang 
dikehendaki pak wali, dalam rangka mengimplementasikan pelayanan KTP 
1 jam. Kemudian dibuat edaran atau brosur yang berkaitan dengan teknis 
pembuatan KTP. Dan ini direspon masyarakat kota surakarta khususnya 
kecamatan Serengan.  Adanya KTP satu jam ini adalah sangat membantu 
masyarakat dalam mencari atau membutuhkan dokumen khususnya KTP. 
Untuk membuat KTP satu jam sepanjang berkas-berkas itu normatif, benar 
itu memang tidak ada masalah. Namun apabila dalam pengajuan dokumen-
dokumennya itu ternyata tidak lengkap memang sedikit menyulitkan begitu 
juga untuk penyelesaian pembuatan KTP.  Saya selaku petugas pelaksanaan 
ini, mengharapkan untuk masyarakat itu dalam mengurus dokumen-
dokumen kependudukan, baik itu KTP saya mohon saya harapkan untuk 
datang sendiri. Jadi nanti jika ada kesalahan tentang dokumen itu bisa 
langsung diketahui.  Dokumen bisa dibuat sesuai apa yang dikehendaki, 
apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tidak wira-wiri, tidak 
mbolak-mbalekne, itu nanti akan lebih cepat dalam hal pelayanan untuk 
dokumen kependudukan dan biayanya Cuma 5 ribu” 
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2. Kesuaian Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan 
Sebagai upaya untuk menjamin  pelaksanaan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan 
pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, 
di atur ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ketentuan mengenai sanksi 
administratif di atur dalam Pasal 89, pada ayat 1 setiap penduduk dikenai sanksi 
administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa 
Kependudukan dalam hal a) pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); b) pindah datang ke luar negeri 
bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3); c) pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); d) pindah datang dari 
luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1): e) perubahan status Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); f) pindah ke luar negeri 
bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Pasal 22 ayat (1); g) 
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perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2): atau h) 
perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).  
Ayat 2, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 
Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta 
rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta 
rupiah).  
Pasal 91  di jelaskan pada ayat 1 Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda 
administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ayat 2, setiap 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat 
Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu 
rupiah), ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. 
Pasal 92 pada ayat 1 Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan 
tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan 
Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini dikenakan sanksi berupa Benda paling banyak Rp.10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). Ayat 2, Ketentuan lebih lanjut rnengenai denda 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Presiden. 
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Kemudian untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2006 diatur dalam Pasal 93 yang berbunyi  setiap Penduduk yang dengan sengaja 
memalsukan surat dan/atau dokumen lepada Instansi Pelaksana dalam 
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Pasal 94 setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, 
menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah).  
Pasal 95 setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
Pasal 96, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, 
menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
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Pasal 97, setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai 
kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta 
rupiah). 
Pasal 98 (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama 
ditambah 1/3 (satu pertiga). (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana 
sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
Pasal 99, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, 
Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi 
Kependudukan.  
Untuk menjawab masalah kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah 
dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk di |Kota Surakarta dengan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 





Wawancara dengan Drs. Sutaryono Kasi Tata Pemerintahan  
Kecamatan Serengan 
 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Drs. Sutaryono Kasi 
Tata Pemerintahan Kecamatan Serengan mengatakan mengenai  kesesuaian 
implementasi kebijakan dengan UU No. 23 Tahun 2006 sebagai berikut: 
”Perlu diketahui bahwasanya UU No 23 tahun 2006 itu pada prinsipnya 
belum bisa dilaksanakan dengan baik atau dengan seutuhnya karena apa? 
Karena banyak item-item, banyak peraturan-peraturan yang disana sini 
perlu kebijakan, perlu pertimbangan yang semuanya itu ada untung dan 
ruginya. Karena disalah satu sisi UU itu memang baik namun disisi yang 
lain UU itu kiranya belum siap dilaksanakan di Kota Surakarta. Ada 
beberapa peraturan-peraturan yang memang itu memberatkan atau 
menyulitkan atau mengkhawatirkan dari pihak pelaksana maupun dari 
pihak pemakai. UU no 23 tahun 2006 itu ada item yang mengatakan 
apabila  terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai, 
karena suatu hal di sengaja untuk memanipulasi data itu maka ada sanksi 
untuk si pelaksana petugas yang menangani bidang tersebut. Artinya yang 
bersalah yang kena sanksi. Dendanya disana ada nanti bisa ibu baca atau 
nanti saya bacakan. Ada ketentuan berapa nominalnya termasuk juga bagi 
masyarakat. Untuk sesuatu hal yang dia sengaja memanipulasi, 
memasukkan data-data yang tidak benar, mereka nantinya juga akan kena 
sanksi bahkan ada sanksi pidana juga.  Apabila itu nanti akan dilaksanakan 
langsung kepada masyarakat tanpa melalui sosialisasi yang baik atau 
melalui sosialisasi yang menyeluruh ada kemungkinan tidak akan berhasil. 
Tidak hanya masalah sosialisasi tapi diperlukan untuk semua elemen dari 
pihak pelaksana maupun masyarakat itu harus bener-bener sudah siap 
artinya begini, si pelaksana andaikata tidak memahami isi UU secara benar 
nantinya si pelaksana ini akan kena masalah sendiri artinya mereka akan 
kena sanksi yang ada di UU tersebut, begitu juga sebaliknya masyarakat 
pengguna. Apabila nanti dengan sengaja memanipulasi, memalsukan data-
data yang tidak tepat dan tidak sesuai, maka ini termasuk melanggar aturan 
UU No. 23 Tahun 2006 tersebut” 
 
Foto 11 
Wawancara dengan Drs. Mamiek Miftachul Hadi, MSi 
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Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
 
 
Drs. Mamiek Miftachul Hadi, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surakarta menjelaskan: 
”Dalam Undang-Undang sudah mengatur mengenai sanksi, dan ini sudah 
kita sampaikan ke masyarakat, misalnya ada pemalsuan akan kena saksi. 
Tidak punya KTP juga akan kena sanksi, tapi yang baru kita lakukan baru 
dalam taraf untuk mencoba penertiban  KTP bekerjasama dengan satpol PP 
yang dilakukan tahun kemarin, itu yang pertama kalinya, sanksinya itu pun 
hanya  berupa peringatan-peringatan. Mungkin kalau perda kita sudah jadi 
itu akan kita terapkan bener-bener. Walaupun tanpa perda apa bila kita 
laksanakan tidak menyalahi aturan. Razia bisa dijalan atau di pemukiman. 
Dari itu kan kita menghimbau kalau keluar rumah harus membawa 
identitas. Masalah ini belum bisa kita terapkan secara maksimal karena  
sebenarnya masyarakat dalam masa transisi”  
 
Foto 12 
Wawancara dengan Drs. Suwarta, SH. MM selaku Camat Banjarsari 
 
 
Lain halnya dengan hasil wawancara penulis dengan Drs. Suwarta, SH. 
MM selaku Camat Banjarsari mengenai pemberlakuan sanksi pada UU No. 23 
Tahun 2006 
”Menurut saya dengan melihat kesadaran masyarakat disini yang sudah 
sangat tinggi sudah sewajarnya kalau penerapan sanksi dilakukan bertahap 
seperti yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan Satpol PP razia KTP. 
Dan kita temukan masyarakat yang tidak memiliki KTP. Mereka tidak kita 
beri sanksi hanya kita sarankan untuk segera mencari KTP. Ya sebatas itu. 




Wawancara dengan Drs. Agus Wiyono, Msi. Selaku Camat Serengan 
 
Mengenai penerapan sanksi yang ada di UU No. 23 Tahun 2006 di 
masyarakat, hal senada juga di katakan oleh Drs. Agus Wiyono, Msi. Selaku 
Camat Serengan 
”Prinsipnya substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan sudah baik. Tapi kalo menyinggung masalah 
sanksi  hrs teplek atau pas betul, kita masih perlu belajar banyak. Tetapi itu 
tidak serta merta, langsung dihukum berapa tahun. Tapi kita harus 
menelusuri, hal itu kembali pada kearifan kita.  
Sekarang kita masih membutuhkan kearifan-kearifan, selama itu masih 
dapat dipertanggung jawabkan, maka tetap kita layani. Tetapi kita tetap 
membutuhkan waktu sedikit untuk menyeleksi data yang masuk. Kita perlu 
beberapa tahun untuk pelaksanaan undang-undang tersebut . Masih ada 
toleransi sampai masyarakat  tau. Sambil jalan sambil kita samakan 







Wawancara dengan Thomas Hartono Sidi Raharjo, BSc 
di Kecamatan Banjarsari 
 
Thomas Hartono Sidi Raharjo, BSc bagian pendaftaran di Kecamatan 
Banjarsari menjelaskan 
”Saya pernah melayani warga yang perpanjangan KTP. Padahal KTPnya 



















Wawancara dengan Arwan selaku Masyarakat Kota Surakarta 
 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Arwan selaku 
masyarakat di Kota Surakarta  mengatakan bahwa  
”Dulu saya kredit sepeda motor, ketika  mau ambil BPKB harus pake KTP, 
karena KTP saya mati terlambat 4 bulan trus saya hrs mengurus itu dulu,  
nggak ada sanksi tuh, ya biasa Cuma bayar 5000 tidak ada denda-denda” 
 
Dari hasil observasi peneliti selain sanksi,  masalah pindah datang 
penduduk juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan pada Pasal 15.  
Menurut Undang-Undang Pasal 15 ayat  (1) dikatakan bahwa penduduk 
Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk 
mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Ayat 2 di katakan, Pindah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru 
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untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang 
bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. Ayat 3, Berdasarkan 
Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang 
bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk 
penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Ayat 4 Surat Keterangan Pindah 
Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan 
atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan. 
Foto 16 
Wawancara dengan Drs. Ahmad Zein Sholechul Hadi, MM 
Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Surakarta 
 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Drs. Ahmad Zein 
Sholechul Hadi, MM Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Surakarta  mengatakan bahwa: 
 
”Untuk syarat pindah datang sudah sesuai dengan undang-undang tapi 
prosedur untuk datang yang masih belum sesuai. Jadi begini, ketika 
penduduk itu datang kesini, mereka memang bawa surat pindah, dan 
prosedurnya melalui RT, RW, Kalurahan, dan Kecamatan. Sedangkan kalau 
antar kota prosedurnya sampai dengan Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil. Sebelum mereka mendapatkan KK atau KTP seharusnya ada Surat 
Keterangan Pindah Datang. Nah, ini yang belum pernah di lakukan. Jadi 
Dinas kependudukan dan Catatan Sipil belum pernah menerbitkan Surat 









Demikian halnya dijelaskan oleh Luluk selaku Ketua RT di wilayah 
Kecamatan Banjarsari, yang mengatakan bahwa 
”Penduduk di sini ada yang mutasi artinya mutasi  dari boyolali pindah 
kesini itu mereka harus membawa surat pindah dulu mencabut berkas dari 
sana, surat pengantar dari sana. Ada surat pengantar dari sana kalau pindah 
disini dan sini baru memberikan surat pengantar untuk membuat KTP. Dari 
sini (RT)  kemudian  distempel RW kemudian kelurahan, kelurahan baru 
kecamatan. Di kecamatan ya cepet ya, jadi maksudnya itu ga butuh waktu 
lama, ga sampai seminggu dan kalau informasi warga sepertinya ga ada 
biaya ya kayanya nggak ada biaya, kayanya gitu” 
 
Foto 18 
Wawancara dengan Herlianto, SH warga Kecamatan Banjarsari 
 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Herlianto, SH salah 
seorang pegawai swasta di Banjarsari mengatakan bahwa: 
”Ketika saya pindah saya diberi surat pindah dari tempat asal, dengan surat 
itu saya bisa mengurus KK dan KTP di sini.  Saya ke RT dan RW dulu 
setelah itu Kalurahan dan Kecamatan. KTP nya juga di cabut kok mbak 
waktu itu. Untuk surat pindah datangnya kayanya nggak ada tuh mbak pas 




Wawancara dengan Ganang Waskito, S.IP. PNS di Serengan 
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Demikian halnya dengan Ganang Waskito, S.IP. PNS di Serengan yang 
mengatakan bahwa 
”Saya asalnya dari Pucang Sawit Jebres tepatnya di RT 1 RW 6 kal 
pucang sawit jebres, sebenarnya sejak menikah saya sudah tinggal di 
Serengan, tapi saya belum mengurus surat pindah. Saya tergugah itu 
setelah anak saya lahir, saya berpikirnya begini, setelah anak saya lahir 
anak saya membutuhkan KK, mau nggak mau saya harus membuat KK di 
serengan.  Saya sudah lama tinggal di serengan tapi baru  membuat KK 
tahun 2007.  Saya mencari surat pengantar RT, ke kalurahan, di buatkan 
pengantar ke kalurahan, di kalurahan saya harus mengisi format2 blangko 
yang di keluarkan kalurahan. Kemudian saya bawa ke Kecamatan. Di 
Kecamatan saya mendapatkan KK. Selain surat pindah yang bawa dari 








3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif  atau tidak efektifnya 
Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk di  Kota Surakarta  
Pada dasarnya efektifitas implementasi sebuah undang-undang di 
pengaruhi oleh banyak faktor. Dukungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil sebagai upaya untuk menindak lanjuti implementasi UU No. 23 Tahun 
2006 di jelaskan melalui hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak 
Mamiek selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. 
Foto 20 
Drs. Mamiek Miftachul Hadi, MSi  




 ”Menurut saya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan sudah dapat di katakana baik. Sehingga perlu 
menindaklanjuti dengan  sosialisasi.  Untuk tahun 2009 itu sudah kita 
selesaikan di semua wilayah di tingkat kelurahan itu smua sudah kita 
sosialisasi kemudian tahun ini untuk institusi lain atau organisasi-organisasi 
kemasyarakatan untuk tahun 2010. kita sudah  lewat media seperti radio, tv 
sudah kita berikan. fiktifnya untuk di wilayah kelurahan itu mengundang 
RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat disitu kita beri penjelasan kemudian 
kita adakan kayak diskusi.  Kemudian kita beri leaflet termasuk juga leaflet 
mengenai sanksi.Harapan kita dari RT nanti bisa menyampaikan ke 
masyarakat. Faktanya untuk di wilayah kelurahan itu mengundang RT RW 
dan tokoh-tokoh masyarakat” 
 
Lebih lanjut dikatakan oleh Drs. Mamiek Miftachul Hadi, MSi selaku 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta  
”masyarakat sangat responsif dan setiap kelurahan itu rata-rata itu 25 
sampai 100 ya yang hadir bahkan kalau dikelurahan besar itu kemudian 
dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu cukup banyak. Sehingga kita kalau 
penyuluhan malam itu kadang-kadang jam 10 belum selesai itu karena 




Wawancara dengan Drs. Agus Wiyono, Msi selaku Camat Serengan 
 
Penjelasan  Drs. Mamiek Miftachul Hadi, MSi selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta di dukung oleh penjelasan dari  
Drs. Agus Wiyono, Msi selaku Camat Serengan 
”Pada dasarnya masyarakat ikut dalam menentukan keberhasilan UU No. 
23 2006. Masyarakat tidak  bisa di salahkan begitu saja karena mereka 
berlatar belakang banyak termasuk latar belakang pendidikan ikut 
mempengaruhi.  Masyarakat sendiri cuma  sekedar minta di layani sudah.  
Mereka  tidak berpikir ini harus melalui proses, maksudnya proses, 
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perjalanan dan persyaratan. Dan kalau antrinya banyak ini berpengaruh 
juga ke satu jam jadi. Sosialisasi, kurang lebih dua kali ya, tapi saya lebih 
senang ke face to face langsung ke masyarakat” 
 
Foto 22 
Wawancara dengan Drs. Sutaryono  





Pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta, ternyata berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Drs. 
Sutaryono selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Serengan mengatakan 
bahwa 
”memang dari pihak dispenduk capil sampai dengan hari ini UU tersebut 
belum tersosialisasi kepada masyarakat seluruh Kota Surakarta karena 
mungkin sesuatu hal, sehingga ini belum terlaksana atau belum 
tersosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Baru melalui 
pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait artinya begini, dari segi 
infomasi sudah menginformasikan adanya  UU ini kepada pejabat terkait, 
kepada camat, di lanjutkan  ke unsur-unsur dibawah  dalam hal ini adalah 
pak lurah kemudian diteruskan ke masyarakat diseluruh kelurahan itu. 
Namun dari ini semua, masyarakat ada yang  merespon positif ada yang 
negatif mengenai sanksi. Yang negatif,  wah kok dendane gedemen, 
akehmen. Begitu juga dari pihak pelaksana, misalnya  kita itu sebagai 
pegawai negeri sipil, untuk gajinya saja tidak bisa menutup denda atas 
kekeliruan, walaupun tidak disengaja.  ” 
 
Foto 23 
Wawancara dengan Agus Martopo, SE  




Pendapat tersebut diatas juga di dukung oleh hasil wawancara yang penulis 
lakukan dengan  Agus Martopo, SE selaku bagian pendaftaran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang mengatakan bahwa: 
”jumlah pemohon dapat diindikasikan oleh kebijakan dari pemerintah seperti 
askeskin, konversi gas dan lain-lain. Beberapa tahun yang lalu sebelum ada 
kebijakan-kebijakan yang pro rakyat oleh Walikota zaman sekarang ini 
memang intensitas melapor itu kecil sekali tapi pada saat ada program-
program dari pemerintah Kota Surakarta konsepsi, pisah KK, BPMKS, 
PKMS dan lain sebagainya itu berakibat sangat signifikan. Apa lagi yang 
sekarang, di persyaratkan  untuk pendaftaran sekolah masyarakat Kota 
Surakarta harus menunjukkan KK asli”  
 
Foto 24 
Wawancara dengan Rani selaku warga di Kecamatan Serengan 
 
Dari hasil penelitian di masyarakat, penulis mendapatkan temuan dari hasil 
wawancara dengan Rani selaku warga di Kecamatan Serengan, mengatakan 
bahwa 
”awalnya saya memang tidak berniat pisah KK dengan mertua disini 
karena males mbak mau ngurusnya, tapi setelah ada konversi gas yang 
mengharuskan punya KK, ya sudah akhirnya saya cari KK biar dapet 
kompor gas. Kalo mbak tanya mengenai UU No. 23 tahun 2006 ya  saya 








Demikian halnya dengan Herlina Pujiastuti, SH pegawai PSP salah seorang 
masyarakat, yang menjelaskan bahwa 
”sebenarnya KK saya hilang sudah beberapa bulan ini, mau ngurus 
takutnya kalo ketemu, tapi terpaksa mbak, akhirnya saya harus ngurus juga 
demi anak saya yang akan daftar ke SMP yang salah satu syaratnya harus 
menunjukkan KK asli. Jadi waktu itu saya buka internet cari informasi 
persyaratan pendaftaran untuk masuk SMP, saya sempet kaget, kok disitu 
mensyaratkan harus menunjukkan KK asli. Padahal tahun-tahun 
sebelumnya tidak pernah ada syarat seperti itu. Apa mungkin ini ada 
kaitannya dengan BPKMS ya mbak ? dari situ mbak saya langsung 




Wawancara dengan Songsip 
 
Wawancara yang telah penulis lakukan dengan Songsip seorang WNI 
keturunan mengenai implementasi UU No. 23 Tahun 2006 
”Saya pernah denger undang-undang itu, kayanya mengatur masalah 
kependudukan, tapi sampe sekarang kok saya juga belum pernah 










Wawancara dengan Herlianto, SH selaku masyarakat 
 
Dari hasil wawancara dengan Herlianto, SH pegawai swasta di 
Banjarsari mengatakan  bahwa  
”Undang-undang No. 23 Tahun 2006?! Mengenai apa itu mbak? Kok 
saya belum pernah denger, padahal saya rajin lho, pertemuan RT, tapi 
seingat saya tidak pernah ada sosialisasi mengenai itu apa lagi 











Wawancara dengan Ganang Waskito, S.IP. selaku warga Serengan 
 
Demikian halnya dengan Ganang Waskito, S.IP. PNS di Serengan yang 
mengatakan bahwa 
“Sosialisasi sepertinya belum begitu  sampai ke lapisan bawah. 
Mungkin kalau dari Pemkot, dari Dinas Kependudukan dan Catatan 
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Sipil ke Kecamatan atau Kalurahan mungkin sudah. Tetapi  
kelihatannya selama ini saya belum pernah mengetahui ada undangan 










1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta  
Administrasi Kependudukan sebagai sistem dalam pemerintahan memiliki 
peran yang sangat strategis dalam membangun pemerintahan yang responsive, 
dan melalui penegakan sistem diharapkan akan mampu memfasilitasi pelayanan 
publik yang lebih berkualitas. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya 
untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di 
bidang Administrasi Kependudukan, dalam upaya memberikan pelayanan publik 
di bidang administrasi kependudukan yang lebih berkualitas untuk mewujudkan 
tertib administrasi kependudukan di Indonesia, Departemen Dalam Negeri Cq. 
Ditjen Administrasi Kependudukan telah menyusun Konsep SAK (Sistem 
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Administrasi Kependudukan) yang terdiri atas kegiatan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil.  
Di samping itu, untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan 
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah, pada bulan Juni 
2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berpedoman 
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil. 
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini tidaklah akan 
berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Penda. Hal 
ini dikarenakan bahwa pelaksanaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil di 
daerah adalah merupakan kewenangan dan menjadi urusan wajib dari masing-
masing daerah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, langkah penting yang harus segera 
dilakukan dalam era otonomi daerah ini adalah mengupayakan adanya 
sinkronisasi dan keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan administrasi 
kependudukan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 
Dengan mempedomani UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, maka dalam era 
otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki otonomi 
kewenangan dalam pelayanan Kependudukan dan Capil bagi penduduk di 
daerahnya. Namun demikian, dalam kerangka Negara Kesatuan RI (NKRI), 
tentunya kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah tetap harus 
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mengacu dan berpedoman kepada kebijakan nasional di bidang administrasi 
kependudukan. 
Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat tiga fungsi 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yaitu pelayanan (service), 
pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development), selanjutnya 
dijelaskan bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, 
pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan 
menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
tersebut, maka inti dari tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam 
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pemerintah adalah 
untuk melayani dan mengatur masyarakat. 
Dalam memberikan pelayanan ini harus dilakukan upaya untuk 
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu proses pelaksanaan publik dan memberikan kepuasan 
kepada publik. Tugas pengaturan lebih menekankan kekuasaan atau power yang 
melekat pada posisi jabatan birokrasi. 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka diperlukan suatu 
sistem pemerintahan yang dapat menjalankan masyarakat dengan menerapkan 
kebijakan desentralisasi teritorial dalam wujud Otonomi Daerah. Dengan 
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Otonomi Daerah diharapkan kemandirian daerah yang ditujukan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dinas-Dinas Daerah sebagai salah satu unit pemerintah daerah dalam 
rangka melaksanakan fungsi otonomi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
sebagai salah satu Dinas Daerah yang ada di pemerintah Kota Surakarta memiliki 
tugas pokok untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
Kependudukan dan Catatan Sipil.  
 
Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang mulai menerapkan 
manajemen modern, maka pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta selalu mengacu kepada Visi organisasi, yaitu pusat 
pelayanan dan Data pendaftaran dan pencatatan penduduk. Dengan visi tersebut 
diharapkan mampu memberikan motivasi bagi seluruh karyawan dan jajaran 
manajemennya. Sebagai suatu cita-cita yang akan dicapai organisasi, sehinga 
dapat memberikan kepuasaan pelayanan kepada masyarakat dan pusat data 
kependudukan.  
Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut, maka seluruh 
komponen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dituntut untuk 
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Tuntutan tersebut cukup relavan, mengingat cakupan pelayanan Dinas 
Kependudukan dan Catatan sipil seluruh penduduk Kota surakarta dimana 
penduduk yang dinamis dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat. 
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Untuk mendapatkan informasi kependudukan yang pasti dan akurat, dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan seiring 
dengan perubahan sosial masyarakat yang ditandai dengan semakin kompleksnya 
kebutuhan masyarakat dan dunia yang tanpa batas. 
Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya  pendaftaran penduduk yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 adalah KK,KTP dan pindah datang. 
2. Kesuaian Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan 
Kewenangan pemerintah  Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi pemerintahan di daerah di dasarkan pada pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan adanya kewenangan 
Pemerintah Kota Surakarta didasarkan pada konsep desentralisasi dan otonomi 
daerah. Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
pemerintah di bidang pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan tersebut 
cepat, mudah di dapat membentuk unit-unit kerja dan dinas-dinas  daerah. 
Untuk mewujudkan sinkronisasi dalam penerapan kebijakan nasional 
dalam pelayanan administrasi kependudukan di seluruh daerah tersebut bukanlah 
merupakan pekerjaan yang ringan. Hal ini dikarenakan saat itu belum ada produk 
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hukum berupa Undang-Undang sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan 
administrasi kependudukan di Indonesia. 
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 secara jelas telah diatur banyak 
hal mengenai Administrasi kependudukan yang di dalamnya telah memuat 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 
informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan khususnya dalam hal 
pendaftaran penduduk, ternyata hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa dua 
hal yang saat ini masih belum dapat diimplementasikan di masyarakat.  Hal 
tersebut mengenai sanksi dan masalah pindah datang penduduk, khususnya 
ketika penduduk datang.   
Penerapan hukum yang demikian sesuai dengan pendapat M. H. 
Djoyodiguno hukum adalah proses sosial, oleh sebab itu hukum harus punya 
dinamika dan kontinuitas63. Jadi implementasi hukum tersebut tidak dapat 
langsung di paksakan dalam sebuah komunitas masyarakat.  
Melalui penormaan tingkah laku, hukum memasuki semua segi kehidupan 
manusia, hukum memberikan suatu kerangka bagi hubungan-hubungan yang 
dilakukan oleh anggota masyarakat satu terhadap yang lain. Hukum menentukan 
                                                 
63 Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hal. 11-12 
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serta mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana akibatnya. 
Hukum  memberikan pedoman tingkah laku yang dilarang serta diijinkan.  
Penormaan ini dilakukan dengan membuat kerangka umum suatu perbuatan 
yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum 
merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu 
melalui anggota masyarakat. Hukum banyak digunakan  sebagai sarana untuk 
mewujudkan kebijaksanaan pemerintah. Hukum dan kebijaksanaan pemerintah 
semakin dibutuhkan untuk  memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan 
tersebut semakin luas memasuki bidang  kehidupan manusia yang semakin 
kompleks dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Disamping itu 
juga untuk  membantu pemerintah dalam segala usaha menentukan alternatif 
kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat agar rencana 
pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya,  maka ia perlu 
mendapatkan status formal atau dasar hukumnya. 
Dalam pelaksaannya, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan di Kota Surakarta, sanksi masih belum dapat diberlakukan 
sehingga dapat di katakan bahwa hukum itu belum efektif karena belum 
mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia. 
 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif  atau tidak efektifnya 
implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta  
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Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum 
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan 
kepada publik. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 
dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 
dengan haknya. 
Dalam UUD 1945 hususnya pada Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi ”hal-hal 
mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Dari 
bunyi pasal tersebut maka jelas bahwa Undang-Undang terseut menjadi dasar 
yang kuat bagi pengaturan administrasi kependudukan yang dituangkan ke dalam 
UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang 
ini  pada dasarnya hendak  menyelesaikan enam masalah mendasar yaitu dasar 
hukum, kelembagaan, aparatur, dokumen dan data serta pemahaman masyarakat 
terhadap manfaat dokumen kependudukan dan mekanismenya. 
Penertiban di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih banyak penduduk yang tinggal di 
suatu Kabupaten/Kota tertentu namun KTP yang dimilikinya masih beralamat di 
Kabupaten / Kota lain. Masih banyak penduduk yang tidak mau melaporkan 
kedatangannya ke daerah tujuan, sehingga pada saat datang tidak memiliki Surat 
Keterangan Pindah Datang.    
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Penertiban ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian atas kepemilikan 
dokumen kependudukan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal penduduk. 
Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Surakarta berkewajiban dan 
bertanggungjawab menyelenggarakan urusan adminduk yang dilakukan oleh 
Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi: 
a. Koordinasi penyelenggaraan adminduk 
b. Pembentukan instansi pelaksana 
c. Pengaturan teknis penyelenggaraan adminduk 
d. Pembinaan dan sosialisasi 
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat 
f. Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian adminduk 
berdasarkan tugas pembantuan 
g. Pengelolaan dan penyajian data  kependudukan berskala Kabupate/Kota 
h. Melakukan koordinasi dan pengawasan 
Administrasi kependudukan Kota Surakarta dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan kewajiban antara lain, mendaftar 
peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, memberikan 
pelayanan yang sama dan profesional  kepada setiap penduduk, menertibkan 
dokumen kependudukan, mendokumentasikan  hasil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peritiwa 
kependudukan dan peristiwa penting serta melakukan  verifikasi dan validasi 
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data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan pendaftaran 
penduduk dan catatan sipil. 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pada kenyataannya, diperoleh 
hasil bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan tersebut tidak cukup efektif untuk mentertibkan masyarakat 
karena isi undang-undang tersebut belum seluruhnya di implementasikan.  
Menurut analisis penulis tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang 
No 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan  lebih di karenakan 
oleh faktor struktur dan budaya masyarakat.  
Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya  sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ke 
seluruh lapisan masyarakat. Selain itu faktor budaya masyarakat yang 
mengakibatkan tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang  No. 23 Tahun 
2006  Tentang Administrasi Kependudukan itu lebih di karenakan  budaya 
timur yang cenderung paternalistik, di dukung budaya Jawa mengenal sungkan, 
ewuh pakewuh, tidak enakan, takut menyakiti orang lain, yang menjadi sebuah 
dilema untuk berkata tidak.  
Dari paparan di atas, sesuai dengan pendapat atau teori yang di 
kemukakan oleh Lawrence M Friedman tentang sistem hukum,  bahwa faktor 
yang mempengaruhi tidak efektifnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 









A. Kesimpulan  
Berdasarkan  hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul 
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pendaftaran Penduduk sebagai 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan di Kota Surakarta telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk telah diimplementasikan di Kota 
Surakarta meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 
Pindah Datang. 
2. Kesesuaian  implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan 
Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk di Kota Surakarta belum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 
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2006 Tentang Administrasi Kependudukan.  Belum sesuainya implementasi 
tersebut mengenai sanksi yang belum di terapkan dan masalah pindah datang 
penduduk, khususnya ketika penduduk datang tidak melapor kepada instansi 
pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi UU 
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan 
pendaftaran penduduk di Kota Surakarta  
Dari penelitian yang telah penulis lakukan, tidak efektifnya Implementasi 
Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan  lebih 
di karenakan oleh faktor struktur (structure) dan budaya masyarakat (legal 
culture). Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya  sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ke 
masyarakat. Selain itu faktor budaya masyarakat yang mengakibatkan tidak 
efektifnya Implementasi Undang-Undang  No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan itu lebih di karenakan  budaya timur yang 
cenderung paternalistik, di dukung budaya Jawa mengenal sungkan, ewuh 
pakewuh, tidak enakan, takut menyakiti orang lain, yang menjadi sebuah dilema 
untuk berkata tidak.  
 
B. Implikasi  
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka implikasinya adalah sebagai 
berikut :  
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1. Dengan belum sesuainya implementasi pendaftaran penduduk di Kota 
Surakarta dengan  Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan mengakibatkan pelaksanaan Undang-undang tersebut belum 
bisa berjalan dengan baik. 
2. Kurang optimalnya sosialisasi oleh aparat pelaksana mengakibatkan kesadaran 
masyarakat untuk melaksanakan administrasi kependudukan masih kurang 
khususnya dalam hal  pendaftaran penduduk. 
 
C. Saran 
Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi dari Pemerintah, baik Pusat 
maupun pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk melaksanakan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 
dengan cara menetapkan peraturan yang mengatur secara rinci tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, agar 
undang-undang  tersebut dapat berlaku secara efektif dengan segera di buat  
Peraturan Daerah (Perda). 
2. Perlunya peningkatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan kepada segenap lapisan masyarakat 
melalui penyuluhan hukum, serminar, sarasehan yang melibatkan lembaga 
akademis seperti sekolah dan perguruan tinggi, lembaga non akademis seperti 
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LSM yang sosialisasinya tidak hanya terbatas kepada aparat pelaksana tetapi 
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